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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
 Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 
dilihat pada table berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama  
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba b be 
ت ta t te 
ث sa s es (dengan titik diatas) 
ج Jim j je 
ح Ha h ha (dengan titik diatas) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d de 
ذ Zal z zet (dengan titik diatas) 
ر Ra r er 
ز Zai z zet 
س Sin s es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Sad s es (dengan titik diatas) 
ض Dad d de (dengan titik diatas) 
ط Ta t te (dengan titik diatas) 
ظ Za z zet (dengan titik diatas) 
ع ‘ain ‘ Apostrop terbalik 
غ Gain g ge 
ف Fa f ef 
ق Qaf q qi 
ك Kaf k ka 
ل Lam l el 
م Mim m em 
ن Nun n en 
و Wau w we 
ه Ha h ha 
ﺀ Hamzah ’ apostrof 
ي ya y ye 
 
 Hamzah (ﺀ) yang sering dilambangkan alif, apabila terletak di awal 
kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, 
namun apabila terletak di tengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan 
tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”. 
 
2. Vocal, Maddah (panjang), dan Syaddah (Tasydid) 
  Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan 
panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
 Vokal (a)  = â   misalnya ل ﻗا  menjadi qâla 
 Vokal (i)  =  î   misalnya ﻴﻗل  menjadi   qîla 
 Vokal (u)  =  û misalnya   د و ن  menjadi   dûna 
  Khusus untuk bacaan ya’nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan 
“î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy”, agar dapat menggambarkan ya’ nisbat 
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu, dan ya’ setelah fathahditulis 
dengan “aw” dan “ay”. 
3. Ta’marbuthah (ة) 
 Ta’marbûthahditranslitrasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah  
kalimat, akan tetapi apabila Ta’marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, 
maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya menjadi atau 
apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan 
mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan tyang 
disambungkan dengan kalimat berikutnya. 
4. Kata Sandang dan lafdh al-jalâlah 
 Kata sandang berupa “al” (ل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali 
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafdh jalâlah yang berada di 
tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah)maka dihilangkan. 
Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan... 
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan... 
3. Mâsyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun. 
4. Billâh ‘azzâ wa jalla. 
5. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia 
 Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis 
dengan menggunakan sistem transliterasi ini,akan tetapi apabila kata tersebut 
merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah 
terindonesiakan, maka tidak perlu ditulisdengan menggunakan system 
transliterasi ini. 
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singktan yang dibakukan adalah: 
SWT  = subhanahu wa ta ‘ala 
SAW  = sallallahu ‘alaihi wa sallam 
a.s  = ‘alaihi al-salam 
H  = Hijriah 
M  = Masehi 
SM   = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS…/…:4 = QS al- Baqarah/2: 4 






















Nama : MUH. NUR HADI 
Nim : 10100110041 
Judul: Problema Hakim Dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan     
Agama Kota Palopo (Suatu Tinjauan Hukum Islam). 
Penelitian ini mendiskripsikan (1) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh para 
hakim mediator dalam mediasi perdamaian terhadap perkara perceraian. (2) Langkah-
langkah yang ditempuh hakim dalam menghadapi problema yang ada selama proses 
mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo dari tahun 2012-September 2014. (3) 
Tinjauan Hukum Islam terhadap mediasi di Pengadilan Agama. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Populasi sekaligus sampel penelitian ini adalah Hakim 
mediator dan dokumen serta arsip PA Kota Palopo yang ada kaitannya dengan 
penelitian.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2012-September 2014 
terdapat 1359 perkara yang diajukan ke PA Kota Palopo, 1139 dari jumlah tersebut 
adalah perkara perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mediasi sangatlah 
penting untuk terus dilakukan, dan segala upaya harus dilakukan oleh hakim mediator 
untuk menekan terjadinya perceraian. 
Minimnya tingkat keberhasilan mediasi tidak lepas dari berbagai kendala dan 
problema yang dihadapi oleh hakim mediator selama proses mediasi, baik yang 
bersifat teknis maupun non teknis. Menyikapi hal itu, diantara upaya-upaya 
perdamaian yang dilakukan oleh hakim mediator di PA Kota Palopo ditempuh 
dengan cara yang dapat membuka wawasan para pihak yang berperkara, juga dengan 
menanamkan kesadaran bahwa perkawinan merupakan ikatan yang kuat, suci, dan 
mengandung nilai ibadah, sedangkan perceraian merupakan sesuatu perbuatan 
dibenci Allah. Cara-cara yang dilakukan hakim mediator untuk mendamaikan para 
pihak, dalam prakteknya yang sudah dilakukan diantaranya yaitu; mengingatkan para 
pihak akan tujuan dari perkawinan, memberikan nasehat bagi para pihak untuk tidak 
bercerai, dan mengingatkan akibat yang timbul setelah terjadi perceraian. Adapun 
mediasi di Pengadilan Agama ditinjau dari Hukum Islam sudah sejalan, sebab jauh 
sebelumnya Islam menganjurkan melakukan perdamaian bagi oarang-orang yang 
bersengketa. Sidang mediasi tidaklah sekedar formalitas, tetapi upaya perdamaian 
dilakukan secara sungguh-sungguh agar para pihak dapat mengakhiri perkaranya 




A. Latar Belakang Masalah 
Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai 
peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang 
masih mengakar, masyarakat lebih mmengutamakan tetap terjalinnya hubungan 
silaturrahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan 
sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di Pengadilan mungkin 
menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi 
rusak. Menyelamatkan muka (Face saving) atau nama baik seseorang adalah hal 
penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara 
berbudaya Timur, termasuk Indonesia.1 
Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa atau biasa dikenal 
dengan istilah “alternative dispute resolution” yang tumbuh pertama kali di Amerika 
Serikat. Mediasi ini lahir dilatarbelakangi oleh lambannya proses penyelesaian 
sengketa di Pengadilan. Oleh karena itu mediasi ini muncul sebagai jawaban atas 
ketidakpuasan yang berkembang pada sistem peradilan yang bermuara pada persoalan 
waktu, biaya dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks. Padahal di 
Nusantara telah lama dipraktekkan tentang penyelesaian sengketa melalui 
musyawarah. Istilah khusus dalam pengadilan disebut dengan mediasi. 
                                                          
1 Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial Di Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 4; 
dikutip dari jhon S. K Ng, The Four Face of Face: Implication for Medication, dalam An Asian 
Perspective on Mediation, eds Lee J. And Hwee, T. H., Academy Publishing (Singapore: 2009), h. 
158-159. 
Mediasi sangat sulit diberi pengertian. Dimensinya sangat jamak dan tak 
terbatas. Sehingga banyak orang yang  menyebutkan mediasi tidak mudah diberi 
defenisi. “Mediation is not easy to definite”.2 Hal ini karena mediasi tidak memberi 
satu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses 
pengambilan keputusan lainnya. Mediasi sangat tergantung pada lakon yang 
dimainkan oleh pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah. Pihak yang terlibat 
adalah pihak mediator dan pihak yang tersangkut dalam sengketa.3 
Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, pengertian mediasi 
disebutkan dalam Pasal 1 butir 6, yaitu: “Mediasi adalah penyelesaian sengketa 
melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.  Disini 
disebutkan kata mediator, yang harus mencari “berbagai kemungkinan penyelesaian 
sengketa” yang diterima para pihak. Pengertian mediator, disebutkan dalam Pasal 1 
butir 5, yaitu: “Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang 
berfungsi membatu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian 
sengketa”. Para pihak akan mengambil keputusan sendiri atas dasar negosiasi dengan 
pihak lawannya. 
Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara 
suami dan isteri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini 
dijembatani oleh seorang Hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Dalam kasus 
perkara perceraian sangat dianjurkan melakukan mediasi. Bahkan satu-satunya 
                                                          
2Laurence Boulle, Mediation: Principle, Process, Pratice (Sydney. Butterworth, 1996, h. 3. 
3Moehhammad Moein. Kedudukan Kuasa dan Peran Hakim Dalam Memberi Putusan 
(Penelitian, Pusat Penelitian IAIN Ar – Raniry Darusslam Tahun 1985), h. 72 
sengketa dalam Islam yang disebut langsung penyelesaiannya diutamakan melalui 
mediasi. Allah SWT Berfirman dalam Surah an – Nisaa/4: 35: 
                                  
                       
Terjemahannya: 
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah 
seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga 
perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, 
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha 
mengetahui lagi maha mengenal.4 
Salah satu sebab dimungkinkannya perceraian tersebut adalah syiqaq 
(terjadinya perselisihan atau persengketaan yang berlarut-larut antara suami isteri). 
Namun jauh sebelumnya dalam al-Qur’an sebagaimana di sebutkan dalam firmanNya 
diatas, Allah SWT, telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada 
persengketaan antara keduanya ( suami istri), maka kirimkanlah seorang hakam ( 
mediator ) dari keluarga laki – laki dan seorang mediator dari keluarga perempuan. 
Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan 
atau persengkataan anatara suami istri, yaitu dengan jalan mengirim seorang hakam “ 
Mediator :”  dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan 
tersebut. 
Mediator ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melalui 
lembaga mediasi), dan berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya 
berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. 
                                                          
4 Kementerian Agama RI,  Al-qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 
2012), h. 85. 
Walaupun demikian, ada suatu pola umum yang dapat diikuti pada 
umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. 
Sebagai suatu pihak diluar perkara, yang tidak memilki  kewenangan memaksa, 
mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang 
bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang 
dipersengketakan oleh para pihak. Berdasrkan pada informasi yang diperolaeh, baru 
kemudian mediator dapat menentukan duduk perkara, kekurangan dan kelebihan dari 
masing-masing pihak yang bersengketa, dan selanjutnya mencoba menyusun 
proposal penyelesaian, dan kemudian dikomunikasikan kepada para pihak secara 
langsung. 
Untuk menangani perkara perdata yang masuk ke Pengadilan, telah 
dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2003, yang telah 
direvisi dan diganti oleh PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di 
Pengadilan. PERMA ini dimaksudkan untuk memberi akses yang lebih besar kepada 
para pihak dalam rangka menemukan penyelesaian secara damai yang memuaskan 
dan memenuhi rasa keadilan. 
Dalam penelitian ini penyusun menjadikan Pengadilan Agama Kota Palopo 
sebagai subjek penelitian dengan alasan Pengadilan Agama Kota Palopo terletak di 
Kota besar yang setiap tahunnya angka perceraian terus mengalami peningkatan, 
sehingga dengan penelitian ini dapat diketahui sejauh mana peran dan fungsi lembaga 
mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo berperan aktif dalam menekan jumlah 
angka perceraian. 
Secara umum mediasi dapat diterapkan oleh semua lembaga peradilan baik 
tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi dan Penijauan Kembali (PK) tidak 
terbatas hanya di Pengadilan Agama., namun penulis mengemukakan di Pengadilan 
Agama terkaiat perkara – perkara cerai gugat serta cerai talak. Akan tetapi, dalam 
prakteknya, biasanya muncul persoalan – persoaln ( Problem), baik yang disebabkan 
oleh pihak tergugat dan penggugat, maupun hambatan – hambatan lain dari pihak 
pengadilan. 
Dengan demikian, peneliti berharap skripsi ini dapat menjadi tambahan 
literatur ilmiah dalam kajian masalah – masalah hukum keperdataan dan memperkaya 
Khazanah keislaman. 
B. Rumusan Masalah 
Yang menjadi pokok masalah dalam pembahasan skripsi ini terkait dengan 
Problema Hakim dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kota 
Palopo (Suatu Tinjauan Hukum Islam). Dari pokok masalah ini, selanjutnya akan 
dikembangkan menjadi tiga sub masalah, yaitu: 
1. Bagaimana upaya mediasi terhadap kasus perceraian di Pengadilan 
Agama Kota Palopo? 
2. Bagaimana penyelesaian hakim mediator terhadap problema yang 
dihadapi dalam mediasi kasus perceraian? 
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mediasi perceraian di 
Pengadilan Agama? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Agar menghindari kekeliruan penafsiran terhadap variabel, kata dan istilah 
teknis yang terdapat dalam judul, maka peneliti akan memberikan pengertian dari 
beberapa kata yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu: 
Hakim yaitu, seseorang yang mempunyai fungsi mengadili serta mengatur 
administrasi pengadilan.5 
Mediasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suatu proses 
pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak6. 
Sedangkan Mediasi menurut pasal 1 ayat 7 PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah suatu 
cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh 
kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator7. 
Perceraian yaitu, pisah atau putusnya hubungan suami isteri8. Perceraian 
dalam bahasa arab adalah at-tholaqi yang bermakna cerai nikah, bercerai9. 
2. Deskripsi Fokus 
Mengacu pada urauain diatas, maka fokus Penelitian ini dilakukan oleh 
peneliti di Pengadilan Agama Kota Palopo, dengan mengangkat judul skripsi 
Problema Hakim dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kota 
Palopo. 
D. Kajian Pustaka 
                                                          
5Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, Kamus Hukum (Bandung: Citra Kumbara, 2008), 
h. 136. 
6 Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2012), h. 76 
7 PERMA No. 1 Tahun 2008, Mahkamah Agung (Jakarta: MA RI, 2008), h. 3. 
8 Ali Sudrajat, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991), h.211. 
9 H. Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Penerjemah 
al-Qur’an, 1973), h. 239. 
Untuk menyelesaiakan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi 
yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini, adapun referensi-referensi yang penulis 
maksud diantaranya: 
1. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, dalam bukunya, Mediasi dalam Perspektif 
Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional.10 Dalam buku ini, 
dipaparkan pengertian mediasi dan model-model mediasi serta proses 
mediasi secara luas dan sebagai salah satu jalur alternatif penyelesaian 
sengketa di Pengadilan.  
2. Nurnaningsih Amriani dalam bukunya yang berjudul, Mediasi Alternatif 
Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Nurnaningsih menegaskan 
mengenai bagaimana tahapan dan proses mediasi yang yang harus 
terlebih dahulu dilakukan oleh mediator dalam penyelesaian sengketa 
perdata.11 
3. Abdul Manan menjelaskan dalam sebuah bukunya yang berjudul, Aneka 
Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Peradilan Agama. Ia 
menegaskan bahwa pentingnya mediasi dalam penyelesaian masalah-
masalah rumah tangga suami istri. Disini Abdul Manan memaparkan 
bahwa jika terjadi pertengkaran antara suami istri mestinya tidak 
langsung membubarkan perkawinan itu, tetapi hendaklah menempuh 
usaha perdamaian (mediasi) terlebih dahulu.12 
                                                          
10 Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum 
Nasional  Cet. 1 (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009). 
11 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan 
(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2001), h. 68. 
12 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Peradilan Agama (Jakarta: 
Pustaka Bangsa Press, 2003), h. 132 
4. Amir Syarifuddin dalam bukunya, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia 
Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan.13 Disini 
dijelaskan secara lengkap pengertian perceraian, menurut Undang-undang 
perkawinan dan fiqih munakahat. 
5. Kemudian buku karya Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H. yang berjudul, 
Hukum Islam.14 Telah menjelaskan tata cara hukum Islam di Indonesia, 
penerapannya, serta perkembangan hukum Islam di dalam masyarakat 
Indonesia. 
6. Terahir buku yang berjudul, Peradilan Agama di Indonesia.15 Karya Drs. 
Cik Hasan Bisri, MS. Yang juga membahas seputar hukum Islam, 
masyarakat, dan sistem peradilan di Indonesia. 
Dari beberapa referensi yang diuraikan diatas, penulis menganggap referensi 
tersebut ada kaitannya dengan judul skripsi ini. Dengan demikian, dapat 
memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian terkait upaya mediasi terhadap 
kasus perceraian dan problema hakim mediator dalam menangani mediasi perceraian 
di Pengadilan Agama Kota Palopo tahun 2012-2014. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Dalam penelitian ini ada tiga poin penting yang ingin dicapai oleh peneliti, 
yaitu: 
                                                          
13 Amir Syamsuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan 
Undang-undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), h. 190 
14 Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H, Hukum Islam cet. Ke-17 (Jakarta: PT Rajagrfindo, 
2012). 
15 Drs. Cik Hasan Bisri, MS, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Rajagrafindo, 1998). 
1. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mediasi 
perceraian di Pengadilan Agama. 
2. Menjelaskan upaya mediasi terhadap kasus perceraian di Pengadilan 
Agama Kota Palopo. 
3. Menjelaskan bagaiamana penyelesaian hakim mediator terhadap problem 
yang dihadapai dalam mediasi kasus perceraian. 
Adapun hasil dari penelitian ini peneliti mengharapkan dapat berguna sebagai 
berikut: 
1. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, 
khususnya hkum keperdataan dan juga bagi yang berminat lebih jauh  
tentang berkenaan dengan peran dan fungsi hakim mediasi di Pengadilan 
Agama Kota Palopo. 
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini berguna bagi para praktisi hukum 
untuk meningkatkan peran dan fungsi mediasi agar mampu menghadapi 










1. Pengertian Perceraian 
Perceraian secara etimologi, berarti perpisahan antara laki-laki dan 
perempuan; perpecahan. Dalam bahasa Arab disebut furqah jamaknya furaq; 
furaqassawaj berarti putusnya ikatan perkawinan. Amir Syarifuddin mencoba 
menjelaskan bahwa putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan 
dalam Undang-undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya 
hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan sorang perempuan. Untuk 
maksud perceraian itu, fiqih menggunakan istilah furqah. Peenggunaan istilah 
putusnya perkawinan harus dilakukan hati-hati, karena digunakan kata ba’in, yaitu 
satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya 
kecuali dengan melalui akad nikah yang baru. Ba-in merupakan satu bagian atau 
bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk raf’iy, 
yaitu bercerainya suami dengan istrinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas, 
karena dia  masih mungkin kembali kepada mantan istrinya itu tanpa akad nikah baru 
selama istrinya masih berada dalam iddah atau masa tunggu. Setelah habis masa 
tunggu ternyata dia tidak kembali kepada mantan istrinya, baru perkawinannya 
dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau yang disebut ba-in.16 
                                                          
16Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan 
Undang-undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 190. 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengertian perceraian 
secara umum, namun hanya pengertian perceraian secara khusus yaitu cerai talak. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 disebutkan pengertian talak bahwa talak 
adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu 
sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 129, 130, dan 
131. 
Menurut ahli hukum mengenai pengertian perceraian, yakni yang 
dikemukakan oleh Subekti bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan 
putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.17 
Dengan demikian perkawinan secara yuridis dapat diputuskan melalui 
perceraian didepan sidang pengadilan. Oleh karena itu, jika pemutusan perkawinan 
hanya berdasarkan pernyataan bersama antara suami istri baik dengan tulisan maupun 
lisan, perbuatan tersebut secara yuridis belum dapat dikategorikan sebagai perceraian. 
Untuk menentukan apakah suatu perkawinan sudah pecah atau tidak, 
memerlukan suatu pemikiran dan pengkajian hukum yang amat rumit. Dan hakim 
tidak begitu mudah untuk menyatakan suatu perkawinan pecah karena selain terikat 
dengan ketentuan perundang-undangan, yang salah satu diantara asasnya ialah 
mempersulit terjadinya perceraian juga yang lebih penting dari itu ialah sikap dan hati 
nurani seorang hakim.18 
2. Perceraian Menurut Hukum Islam 
Hukum Islam mensyariatkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian, 
akan tetapi bukan berarti Agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu 
                                                          
17 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT. Intermasa, 1980), h. 42. 
18 Pengadilan Tinggi Agama, Buku Pintar Hakim, Panitera, dan Juru Sita Pengadilan Agama 
(Sulawesi Selatan, 1998), h. 82-83. 
perkawinan. Dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat  yang 
dikehendaki. Sehinggan hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan itu 
sajalah, perceraian diizinkan dalam syari’h. 
Dengan demikian suatu perceraian walaupun diperbolehkan tetapi Agama 
Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah suatu yang bertentangan dengan 
asas-asas Hukum Islam. Dalam hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda: 
“Menikahlah dan jangan bercerai; sungguh singgasana Allah Yang Maha 
Agung akan terguncang karena adanya perceraian.” 
Dalam hadits tersebut diatas, Hukum Islam menyimpulkan bahwa perceraian 
itu walaupun diperbolehkan oleh agama tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan 
suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, 
apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat 
mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami isteri trsebut. 
Begitu pentingnya keutuhan rumah tangga, maka jika diantara suami isteri 
timbul perbedaan gawat yang akan membahayakan keutuhan rumah tangga mereka, 
maka hendaklah ditunjuk penengah (hakam) guna mempertemukan atau 
menghilangkan perbedaan-perbedaan serta mendamaikan mereka.19 
Bentuk perdamaian antara suami isteri yang sedang berselisih terdapat dalam 
Al-Qur’an surah an-Nisaa’/4: 35. Ayat ini lebih dekat dengan pengertian konsep 
mediasi yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan, yang berbunyi sebagai berikut: 
                                                          
19Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Kencana 
Predana Media Group, 2008), h. 130-131. 
                                
                       
Terjemannya: 
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan anatara keduanya, maka 
kirimkanlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang 
hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan 
perbaiakan, nicaya Allah memberi taufik kepada suami isteri tersebut. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.20 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika ada syiqaq (persengketaan) antara 
suami isteri, maka Hakim mengutus 2 (dua) orang hakam (juru damai). Kedua hakim 
tersebut bertugas untuk mempelajari sebab-sebab persengketaan dan mencari jalan 
keluar yang terbaik bagi mereka, apakah baik bagi mereka berdamai ataupun 
mengakhiri perkawinan mereka. Tidak disyariatkan hakam berasal dari pihak 
keluarga suami maupun isteri. Perintah dalam surah an-Nisaa’/4: 35 diatas bersifat 
anjuran.21 Bisa jadi hakam diluar pihak keluarga lebih mampu memahami persoalan 
dan mencari jalan keluar terbaik bagi persengketaan yang terjadi diantara suami isteri 
tersebut. 
Berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW, maka para ulama dari 
keempat Mazhab Hukum Islam memberikan penjelasan tentang perceraian. Dalam 
Syarah Al Kabir disebutkan ada lima kategori perceraian antara lain: 
a. Perceraian menjadi wajib dalam kasus syiqaq. 
b. Hukumnya makruh bila ia dapat dicegah. Jika diperkirakan tidak akan 
membahayakan baik pihak suami ataupun isteri, dan masih ada harapan untuk 
mendamaikannya. 
                                                          
20 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 
2012), h. 85. 
21 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah  (Juz 2; Kairo: Dar al-Fath, 1990), h. 185. 
c. Ia menjadi mubah bila memang diperlukan, terutama kalau isteri berakhlak 
(su’ul khuluq al-Mari’ah), dan dengan demikian kemungkinan akan 
membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut. 
d. Hukumnya mandub jika isteri tidak memenuhi kewajiban utama terhadap 
Allah yang telah diwajibkan atasnya atau kalau dia berbuat serong (berzina). 
e. Bersifat mahzur bila perceraian itu dilakukan pada saat-saat bulannya 
datang.22 
3. Dasar Hukum Perceraian 
a. Dalam al-Qur’an surah at-Thalaq/65: 1 Allah SWT berfirman: 
                                  
                             
                                  
Terjemahannya: 
Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu 
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) 
dan hitunglah waktu iddah itu dan bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. 
Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka 
(diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. 
Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim 
terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan 
sesudah itu sesuatu hal yang baru.23 
b. Hadits Nabi SAW 
                                                          
22M. Arfin Hamid, Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan, h. 132; dikutip dari Abdul 
Rahman I. Do’i, Shari’ah The Islamic Law, Cet. 2, Alih Bahasa Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, 
Perkawinan dalam Syari’at Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 82-83. 
23 Kementerian Agama RI,  Al-qur’an dan Terjemahannya,  h. 559. 
“Berkata Katsir ibnu Ubaid berkata Muhammad ibnu Kholid dari Muarraf 
ibnu Waashil dari Muhaarib ibnu Ditsar dari ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda 
perbuatan yang halal tetapi paling dibenci AllahSWT adalah perceraian.”24 
4. Macam-Macam Perceraian 
Dalam hukum Islam putusnya perkawinan dapat terjadi karena khulu’, thalak, 
atau permohonan perceraian, fasakh, syiqaq, zihar, riddah (murtad), ‘ila, dan li’an, 
berikut penjelasannya: 
a. khulu’ 
Khulu’ adalah suatu perceraian perkawinan dengan cara memberikan 
sejumlah uang dari pihak isteri kepada suami, yang disebut “thalak tebus”. 
Khulu’ berarti permintaan talak oleh isteri kepada suaminya dengan 
membayar tebusan. 
Menurut ahli fiqih, khulu’ adalah memisahkan diri dari suaminya dengan 
ganti rugi kepadanya.25 Ganti rugi (tebusan) merupakan salah satu bagian 
pokok dari pengertian khulu’. Jika ganti rugi tidak ada maka khulu’-nya juga 
tidak sah. 
b. Thalak 
Kata thalak (talak) berasal dari kata bahasa arab; ithlaq yang berarti 
“melepaskan” atau “meninggalkan”. Dalam istilah fikih berarti melepaskan 
ikatan perkawinan, yakni perceraian antara suami dan isteri.26 
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Menurut KHI pasal 117 menjelaskan talak adalah ikrar suami dihadapan 
sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putus perkawinan, 
dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. 
Adapun macam-macam talak adalah talak ditinjau dari boleh tidaknya 
suami rujuk kembali pada isterinya setelah isteri ditalak yaitu: 
1. Talak Raj’i 
Adalah talak seorang suami kepada isterinya dengan hak suami 
kembali lagi kepada bekas isterinya tanpa melakukan akad nikah lagi 
(baru). Seperti talak satu atau talak kedua untuk dapat kembali rujuk. 
Mereka bekas suami isteri pernah melakukan hubungan seksual dan 
tanpa uang ganti rugi (tebusan dari pihak isteri). 
2. Talak Ba’in 
Talak ba’in adalah talak suami yang dijatuhkan kepada isterinya dan 
suami tidak boleh rujuk kecuali dengan nikah baru. Talak ini terbagi 
menjadi 2 (dua) bagian yaitu: 
1) Talak ba’in kubro.27 Yaitu talak ketiga yang dijatuhkan suami kepada 
isterinya. Bagi kedua belah pihak tidak boleh rujuk atau melakukan akad 
nikah baru kecuali mantan isteri melakukan perkawinan baru dengan laki-laki 
lain. Kalau perkawinan itu putus karena perceraian atau suami meninggal 
maka ia dapat melakukan perkawinan dengan mantan suami pertama setelah 
menjalani masa iddahnya. 
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2) Talak ba’in sughra.28 Yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya 
yang belum dicampuri (qabla al dukhul) atau talak yang disertakan tebusan 
atau ganti rugi dari isteri (khulu’). 
c. Fasakh 
Fasakh adalah diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan 
salah satu pihak) oleh hakim Pengadilan Agama karena salah satu pihak 
menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum 
diketahui berlangsungnya perkawinan.29 
Jadi fasakh berarti rusak atau batal. Mem-fasakh akad nikah berarti 
membatalkan dan melepaskan ikatan perkawinan suami isteri. Fasakh  dapat 
terjadi karena sebab berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau sebab 
yang datang setelah berlakunya akad.30 
d. Syiqaq 
Syqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami isteri 
sedemikian rupa sihingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat 
dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan 
kedua pihak tidak bisa mengatasinya.31 
e. Zihar  
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30 H.S.A al-Hamdani, Risalah Nikah (Pekalongan: Raja Murah, 1980), h. 42. 
31 Uktar Kamal, Azas-Azas Hukum Islam Cet. Ke-3 (Jakarta; PT. Bulan Bintang, 1993), h. 
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Secara bahasa zihar berarti punggung. Sedangkan menurut istilah kata 
zihar berarti suatu ungkapan suami terhadap isterinya “bagiku kamu seperti 
punggung ibuku” dengan maksud ia mengharamkan isterinya bagi dirinya.  
f. Riddah (Murtad) 
Riddah adalah keluar dari agama Islam, baik pindah agama lain atau tidak 
beragama. Di Indonesia putusan perkawinan karena murtadnya salah seorang 
dari suami atau isteri termasuk fasid atau batal demi hukum dan 
pemutusannya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Pengadilan 
Agama hanya dapat menerima riddah-nya seseorang jika orang itu 
mengatakan sendiri dengan tegar di depan sidang Pengadilan Agama. Oleh 
karena itu, riddah-nya seseorang yang dinyatakan bukan di depan sidang 
Pengadilan Agama dianggap tidak sah.32 
g. ‘Ila 
Secara bahasa ‘Ila berarti melarang diri dengan menggunakan sumpah 
sedangkan menurut istilah kata ‘Ila berarti sumpah untuk tidak mencampuri 
lagi isteri dalam waktu empat bulan atau dengan tidak dengan menyebutkan 
jangka waktunya. 
Meng- ‘ila isteri maksudnya bersumpah tidak akan mencampuri isteri, 
dan dengan sumpah ini seorang wanita menderita karena tidak digauli dan 
tidak pula diceraikan. Dengan demikian setelah empat bulan suami harus 
memilih antara kembali dengan membayar kafarat sumpah atau 
menceraikannya. 
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h. Li’an  
Li’an menurut bahasa artinya la’nat, termasuk dosa sebab salah satu dari 
suami atau isteri berbuat dosa. Li’an  menurut istilah artinya suami sudah 
menuduh isterinya berzina, ia bersumpah bersedia menerima la’nat apabila 
berbohong.33 
Jika li’an adalah tuduhan suami bahwa isterinya telah berbuat zina. Hal 
ini diatur dalam KHI Pasal 126 bahwa: 
 
 Li’an terjadi karena suami menuduh isterinya berbuat zina dan atau 
mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya 
sedangkan isterinya menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.34 
 
B. Mediasi 
1. Pengertian dan Landasan Hukum Mediasi 
Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu mediare yang 
berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak 
ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan 
sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada 
pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus 
mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, 
sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. 
Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai 
proses pengikutsertaan pihak ketiga (sebagai mediator atau penasehat) dalam 
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penyelesaian suatu perselisihan.35 Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Lengkap 
Bahasa Indonesia ini mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan 
proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau 
lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak 
yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam 
penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki 
kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan. 
J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang 
dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi.36 Kedua ahli ini 
menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara 
bersama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator 
dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para 
pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif 
menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. 
Garry Goopaster memberikan defenisi-defenisi sebagai proses negosiasi 
pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama 
dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh 
kesepakatan perjanjian yang memuaskan.37 Goopaster mencoba mengeksplorasi lebih 
jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi ia juga 
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Sengketa Melalui Negosiasi (Jakarta: ELIPS Project, 1993), h. 201. 
menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta 
tujuan dilakukan suatu mediasi. 
Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa 
antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan baik 
bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut 
disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan subtansial.38 Lain 
halnya dengan pengertian mediasi oleh Jimmy Joses Sembiring bahwa mediasi adalah 
proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang 
memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa 
mereka.39 
Di Indonesia, pengertian mediasi secara singkat lebih kongkrit dapat 
ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui 
proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 6). 
Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi 
membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa 
(Pasal 1 butir 5). 
Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2003 tidak 
jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi 
konflik. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting yang mana 
mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator 
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Visimedia, 2011), h. 27. 
harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Ia tidak hanya 
terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian 
sengketa mereka. Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak 
tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah 
mengalami kesulitan atau bahkan terhenti (deadlock) dalam penyelesaian sengketa 
mereka. Disinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam 
membantu penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah 
skill yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa 
mereka. 
Dalam upaya perdamaian, tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim 
dalam menyidangkan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa adalah 
mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Kewajiban hakim 
dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntutan 
ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan 
yang terjadi di antara manusia sebaiknya dengan jalan perdamaian (islah), ketentuan 
ini adalah sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah al-Hujurat/49 : 
10, yang berbunyi: 
                             
Terjemahannya: 
Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu 
mendapat rahmat.40 
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Yakni bahwa jika dua golongan orang beriman bertengkar maka damaikanlah 
mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar sebab Allah 
sangat mencintai orang yang berlaku adil.41 
Adapun landasan hukum dalam penerapan mediasi di Indonesia diantaranya: 
a. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. 
Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara 
sebelum perkaranya diperiksa. 
b. SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian 
dalam Pasal 130 HIR/Rbg. 
c. PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.  
d. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.  
e. Mdiasi atau APS diluar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 
1999 tentang Arbiterase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.  
2. Prinsip-prinsip dan Model-model Mediasi di Pengadilan 
Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar 
(basic principle) adalah landasa filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mesiasi. 
Prinsip atau filosofis ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh 
mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang 
melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.42 David Spencer dan Michael Brogan 
merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip tersebut adalah prinsip 
krahasiaan (confidentiality), prinsip sukarela (volunteer), prinsip pemberdayaan 
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(empowerment), prinsip netralitas (neutralit), dan prinsip solusi yang unik (a unique 
solution).43 
Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau confidentiality. Kerahasiaan 
yang dimaksud disini adalah bahwa segala susuatu yang terjadi dalam pertemuan 
yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh di 
siarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang 
mediator harus menjaga kerahasiaan dari mediasi tersebut. Mediator juga tidak dapat 
dipanggil sebagai saksi di Pengadilan dalam kasus yang ia prakarsai penyelesaiannya 
melalui mediasi. Masing-masing pihak yang bertikai diharapkan saling menghormati 
kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan masing-masing pihak. Jaminan ini harus 
diberikan masing-masing pihak, sehingga mereka dapat mengungkapkan masalahnya 
secara langsung dan terbuka. Hal ini penting untuk menemukan kebutuhan dan 
kepentingan mereka secara nyata. 
Prinsip kedua, sukarela (volunteer). Masing-masing pihak yang bertikai 
datang untuk di mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela 
dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip 
kesukarelaan ini atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan 
jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ke tempat perundingan 
atas pilihan mereka sendiri. 
Prinsip ketiga pemberdayaan atau empowerment. Prinsip ini didasarkan pada 
asumsi bahwa orang yang mau datang untuk di mediasi sebenarnya mempunyai 
kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai 
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kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui 
dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak 
dipaksakan dari luar. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan 
terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak 
untuk menerima solusinya. 
Prinsip keempat, netralitas (neutrality). Di dalam mediasi, peran seorang 
mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para 
pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses jalannya 
atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya 
seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau 
mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan 
penyelesaiannya kepada kedua belah pihak. 
Prinsip kelima, solusi yang unik (a unique solution). Bahwasanya solusi yang 
dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetap dapat 
dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih 
banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan  konsep 
pemberdayaan masing-masing pihak. 
Dalam pelaksanaan mediasi diberbagai Negara di dunia, proses perdamaian 
perkara di Pengadilan yang dilakukan oleh hakim terbagi menjadi beberapa bentuk 
yang dipengaruhi oleh siapa yang menjadi mediator, gaya mediasi dilakukan, apakah 
hakim boleh berperan menjadi mediator dalam kasus yang sama, serta jenis 
kesepakatan yang dihasilkan. Empat bentuk atau model tersebut adalah sebagai 
berikut: 
a. Judicial Settlement 
Model ini lebih banyak dipakai di Negara bersistem hukum Eropa Kontinental 
dimana hakim diamanatkan oleh hukum tertulis untuk mencoba mendamaikan 
sengketa sebelum memeriksa perkara. Namun belakangan, hakim di Negara Anglo-
Saxon mulai memakai model ini berdasarkan diskresi, mereka tanpa diwajibkan oleh 
peraturan yang mengatur. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon, model ini banyak 
dilakukan dalam pemeriksaan perkara oleh juri (jury trial), ketika hakim meragukan 
kemampuan pengacara para pihak melakukan negosiasi untuk kepentingan klien 
mereka, atau ketika hakim meyakini kemampuan sendiri untuk menyelesaiakan. 
Judicial settlementi hanya dilakukan di Pengadilan dan dilakukan oleh hakim 
yang sama yang akan memeriksa perkara. Jadi hakim tersebut berperan ganda sebagai 
pendamai dan pemutus perkara. Dalam prakteknya, bentuk ini mempunyai gaya 
legalistik, dan diselenggarakan dalam waktu singkat, walaupun akhir-akhir ini sudak 
banyak mengalami variasi. Namun peran ganda hakim dalam model ini menimbulkan 
kekhawatiran tentang perlakuan yang adil kepada para pihak. 
b. Judicial Mediation 
Model ini dilakukan oleh hakim yang bukan pemeriksa perkara setelah para 
pihak yang berperkara sepakat untuk mencoba mdiasi. Apabila tidak berhasil 
mencapai kesepakatan, maka midiator yudisial tersebut dilarang untuk ikut serta 
dalam proses pemeriksaan perkara. Semua dokumen yang ada pada madiator yudisial 
tersebut dimusnahkan setelah proses mediasi selesai. Pemisahan yang tegas antara 
tugas hakim sebagai pendamai dan pemutus perkara diberlakukan. 
Judicial mediation telah dilaksanakan dengan sukses di Quebec, Kanada. Di 
Amerika Serikat, model ini lebih mengutamakan peran pensiunan hakim sebagai 
mediator karena dianggap memiliki waktu yang lebih banyak hingga bisa fokus 
memediasi. Di Jerman, model ini fokus pada penyelesaian sngketa dengan batas 
waktu ketat dan gaya yang direktif. 
c. Judicial Moderation 
Di Negara bagian Bavaria-Jerman, model ini mulai dicoba dengan 
mengembangkan peran fasilitatif hakim untuk mendamaikan perkara. Selain itu, 
model ini juga dipakai di Calgary-Kanada dan Australia. Berbeda dengan Bavaria,  
dua Negara terakhir ini membolehkan hakim sama untuk menjadi mediator 
menganalisa sebuah kasus cocok untuk di mediasi, maka dia kemuadian 
menghubungi para pihak dan menawarkan perannya sebagai moderator. Bila berhasil 
mencapai kesepakatan, maka judicial mediator menyusun draft kesepakatan. Bila 
gagal, kasus tersebut dikembalikan kepada majelis hakim pemeriksa perkara dan 
tidak ada upaya lagi untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai. 
Judicial moderation dikenal juga dengan nama conferencing atau judicial 
resolution. Teknik yang digunakan lebih luas dibandingkan dengan yang ditawarkan 
oleh judicial settlement atau judicial mediation, meliputi investigasi perkara, 
memberikan arah dan nasehat, menata sengketa, dan intervensi fasilitatif. Model ini 
tidak terbatas pada satu proses.modiator melakukan intervensi berdasarkan diskresi 
mereka disesuaikan dengan kebutuhan para pihak. 
d. Facilitative Judging 
Dalam model ini, hakim tidak hanya dilatih keahlian pengambilan keputusan 
dan proses adjudikasi tradisional, tetapi mereka juga dibekali kemampuan 
komunikasi dan fasilitasi. Semua keahlian ini diberikan untuk membantu hakim 
dalam menyelesaikan kasus. Model ini disebut juga mediative adjudication, circle 
sentencing atau problem-solving courts. Tidak ada pemisahan antara tugas hakim 
yang sama bisa memediasi dan memeriksa perkara. Facilitative judging mempunyai 
sejarah yang panjang di Negara China dan Negara Asia lainnya. Model ini juga 
semakin banyak dipakai di Australia dan Amerika Serikat.44 
Berdasarkan empat kategori diatas, terminologi yang digunakan sesuai dengan 
kondisi Indonesia adalah judicial mediation, dimana proses mediasi secara tegas 
memisahkan peran ganda hakim yaitu sebagai pendamai, dan pemutus perkara. 
3. Tahapan dan Proses Mediasi 
Mengenai tahapan proses mediasi, belum terdapat keseragaman dan pedoman 
yang baku di antara para sarjana dan praktisi mediasi. Pada umumnya, para sarjana 
atau praktisi mediasi, mengemukakan tahapan proses mediasi berdasarkan 
pengalaman mereka menjadi mediator. Berikut ini akan dikemukakan beberapa 
pendapat mengenai proses mediasi. 
Ada beberapa tahapan mediasi secara umum, yaitu: 
a. Tahapan Pendahuluan (Preliminary) 
1. Dibutuhkan suatu proses “pemahaman” yang cukup sebelum suatu proses 
mediasi dimulai misalnya; apa yang menjadi sengketa? 
2. Konsultasi dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas 
pihak yang hadir, aturan tempat duduk, dan sebagainya. 
b. Sambutan Mediator 
1. Menerangkan urutan kejadian. 
2. Meyakinkan para pihak yang masih ragu. 
3. Menerangkan peran mediator dan para pihak. 
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4. Menegaskan bahwa para pihak yang bersengketalah yang berwenang 
untuk mengambil keputusan. 
5. Menyusun aturan dasar dalam menjalankan tahapan. 
6. Memberi kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan 
menunjukkan kendali atas proses. 
7. Mengonfirmasi komitmen para pihak terhadap proses. 
c. Presentasi Para Pihak 
1. Setiap pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya 
kepada mediator secara bergantian. 
2. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada 
para pihak untuk mendengar sejak dini, dan juga memberi kesempatan 
setiap pihak mendengarkan permasalahan dari pihak lainnya secara 
langsung. 
3. Who first? Who desides? 
d. Identifikasi Hal-hal yang Sudah Disepakati 
Salah satu peran penting bagi mediator adalah mengidentifikasi hal-hal yang 
telah disepakati antara pihak sebagai landasan untuk melanjutkan proses 
negosiasi. 
e. Mengidentifikasikan dan Mengurutkan Permasalahan 
Mediator perlu membantu suatu “struktur” dalam pertemuan mediasi yang 
meliputi masalah-masalah yang sedang diperselisihkan dan sedang 
berkembang. Dikonsultasikan dengan para pihak, sehingga tersusun daftar 
permasalahan menjadi suatu agenda. 
f. Negosiasi dan pembuatan Keputusan 
1. Tahap negosiasi yang biasanya merupakan waktu alokasi terbesar. 
2. Dalam model klasik (Directing the traffic), berperan untuk menjaga 
urutan, struktur mencatat kesepahaman, reframe dan meringkas, dan 
sekali-kali mengintervensikan membantu proses komunikasi. 
3. Pada model yang lain (Driving the bus), mediator mengatur arah 
pembicaraan, terlibat dengan mengajukan pertanyaan kepada para pihak 
dan wakilnya. 
g. Pertemuan Terpisah 
1. Untuk menggali permasalahan yang belum terungkap dan dianggap 
penting guna tercapainya kesepakatan. 
2. Untuk memberikan suasana dinamis pada proses negosiasi bila ditemui 
jalan buntu. 
3. Menjalankan tes realitas terhadap para pihak. 
4. Untuk menghindarkan kecenderungan mempertahankan pendapat para 
pihak pada join sessions. 
5. Untuk mengingatkan kembali atas hal-hal yang telah dicapai dalam 
proses ini dan mempertimbangkan akibat bila tidak tercapai kesepakatan. 
h. Pembuatan Keputusan Akhir 
1. Para pihak dikumpulkan kembali guna mengadakan negosiasi akhir, dan 
menyelesaiakn beberapa hal dengan lebih rinci. 
2. Mediator berperan untuk memastikan bahwa seluruh permasalahan telah 
dibahas, d mana para pihak. 
i. Mencatat Keputusan 
1. Pada kebanyakan mediasi, perjanjian akan dituangkan ke dalam tulisan, 
dan ini bahkan menjadi suatu persyaratan dalam kontrak mediasi. 
2. Pada kebanyakan kasus, cukup pokok-pokok kesepakatan yang ditulis 
dan ditandatangani, untuk kemudian disempurnakan oleh pihak pengacara 
hingga menjadi suatu kesepakatan akhir. 
3. Pada kasus lainnya yang tidak terlalu kompleks, perjanjian final dapat 
langsung. 
j. Kata Penutup  
1. Mediator biasanya memberikan ucapan penutup sebelum mengakhiri 
mediasi. 
2. Hal ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada pihak atas apa 
yang telah mereka capai, meyakinkan mereka bahwa hasil tersebut 
merupakan keputusan mereka sendiri, serta mengingatkan tentang hal apa 
yang perlu dilakukan di masa mendatang. 
3. Mengakhiri mediasi secara formal.45 
Adapun prosedur dan tahapan mediasi di Pengadilan diatur dalam Pasal 3 
sampai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi di Pengadilan dibagi dalam dua tahap pra 
mediasi dan tahapan pelaksanaan mediasi. Tahap pra mediasi adalah tahap dimana 
para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan 
para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu 
menyelesaikan sengketa mereka. 
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Dalam pra mediasi, hakim memberikan waktu satu hari kerja kepada  pihak 
setelah sidang pertama untuk memilih dan menunjuk mediator diluar Pengadilan. 
Dalam tahap pelakasanaan mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 
2003 memberikan batas waktu yang berbeda antara mediasi yang menggunakan 
mediator yang disediakan Pengadilan dengan mediasi yang menggunakan mediator 
diluar Pengadilan. Bagi para pihak yang menggunakan mediator di Pengadilan 
diberikan waktu penyelenggaraan mediasi paling lama 22 hari kerja sejak pemilihan 
atau penetapan penunjukan mediator. Bagi para pihak yang menggunakan mediator 
diluar daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan, berlangsung paling lama 30 hari 
kerja untuk menyelenggarakan mediasi. 
Dalam waktu paling lama tujuh hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan 
mediator, para pihak wajib menyerahkan fotocopy dokumen yang memuat duduk 
perkara, fotocopy surat-surat yang diperlukan, dan hal-hal yang terkait dengan 
sengketa kepada mediator (Pasal 8). Dokumen ini sangat penting bagi mediator untuk 
mempelajari duduk perkara, sehingga ia dapat menentukan faktor penyebab 
terjadinya sengketa antar para pihak. Mediator harus mempelajari secara sungguh-
sungguh seluruh dimensi yang berkaitan dengan pekara yang menjadi pokok sengketa 
para pihak. Para pihak harus menyerahkan seluruh dokumen dan surat-surat penting 
yang berkaitan dengan perkaranya kepada mediator. Di samping itu, sesama para 
pihak juga diharapkan saling memberikan dokumen atau surat-surat yang berkaitan 
dengan pokok sengketa, sehingga para pihak sama-sama saling mempelajari berkas 
satu sama lain. 
Jika mediator merasakan cukup atas informasi yang diperoleh dari sejumlah 
dokumen dan surat-surat dari para pihak, maka tugas mediator adalah menentukan 
jadwal pertemuan dengan para pihak yang bersengketa, guna menyelesaikan proses 
mediasi. Pada saat itulah mediator memberikan penjelasan mengenai posisi dirinya 
dalam rangka membantu para pihak menemukan solusi terhadap sengketa mereka, 
mengemukakan aturan mediasi yang dapat disepakati bersama dan menekankan 
bahwa otoritas pengambilan keputusan tetap berada di tangan para pihak. Dalam 
proses mediasi tersebut para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukumnya. 
Keberadaan kuasa hukum dalam suatu proses mediasi harus mendapatkan persetujuan 
para pihak lain, karena kalau tidak akan mempersulit langkah mediasi dan bahkan 
dapat terancam gagalnya mediasi. Jelasnya keberadaan orang lain selain para pihak 
dan mediator dalam proses mediasi mendapat persetujuan bersama para pihak. 
Dalam menjelaskan proses mediasi, mediator diberikan kebebasan untuk 
menciptakan sejumlah peluang yang memungkinkan para pihak menemukan 
kesepakatan yang dapat mengakhiri sengketa mereka. Mediator harus sungguh-
sungguh mendorong para pihak untuk memikirkan sejumlah kemungkinan yang dapat 
dibicarakan guna mengakhiri persengketaan. Jika dalam proses mediasi terjadi 
perundingan yang menegangkan, mediator dapat menghentikan mediasi untuk 
beberapa saat guna meredam suasana agak lebih kondusif. Bahkan Pasal 9 Ayat (1) 
Perma memberikan kesempatan bagi mediator untuk melakukan kaukus. Kaukus 
adalah pertemuan antara meiator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak 
lainnya. 
Keputusan melakukan kaukus berada di tangan mediator, dan sebaiknya juga 
harus mendapat persetujuan dengan para pihak. Mediator harus mempertimbangkan 
sisi positif dan sisi negatif bila kaukus diselenggarakan, karena penyelenggaraan 
kaukus kadang-kadang juga menimbulkan kecurigaan salah satu pihak kepada 
mediator atau kepada pihak lain. Namun, pada sisi lain kaukus diperlukan, karena 
dapat mengantisipasi situasi di mana para pihak tidak dapat saling dipertemukan 
secara berhadapan. 
Selain kaukus, dalam rangka memperlancar proses mediasi dan membantu 
para pihak, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu 
untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para pihak 
dalam menyelesaikan beda pendapat mereka. Menghadirkan seorang atau lebih ahli 
dalam proses mediasi harus mendapat persetujuan dari para pihak, dan jika tidak 
diizinkan maka ahli tidak dapat dihadirkan dalam proses mediasi. Biaya jasa seorang 
atau lebih ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan (Pasal 10 Perma). 
Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, maka para pihak dengan bantuan 
mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang ditandatangani oleh 
para pihak. Kesepakatan tersebut memuat antara lain: 
a. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; 
b. Nama lengkap dan tempat tinggal mediator; 
c. Uraian singkat masalah yang dipersengketakan; 
d. Pendirian para pihak; 
e. Pertimbangan dan kesimpulan mediator; 
f. Pernyataan kesediaan melaksanakan kesepakatan; 
g. Pernyataan kesediaan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak bersedia 
menanggung semua biaya mediasi (bila mediator berasal dari luar 
pengadilan); 
h. Larangan pengungkapan dan/atau pernyataan yang menyinggung atau 
menyerang pribadi; 
i. Kehadiran pengamat atau tenaga ahli (bila ada); 
j. Larangan pengungkapan catatan dari proses serta hasil kesepakatan; 
k. Tempat para pihak melaksanakan perundingan (kesepakatan); 
l. Batas waktu pelaksanaan isi kesepakatan; dan 
m. Klausul pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai. 
Urutan diatas digunakan untuk menyusun sejumlah kesepakatan tertulis 
sebagai hasil dari proses mediasi, baik mediasi yang terdapat di Pengadilan maupun 
diluar Pengadilan. Bagi mediasi yang dilakukan di Pengadilan harus memuat klausul 
yang terakhir yaitu “pencabutan perkara atau pernyataan telah selesai”. Adapun 
kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa, dan dapat dilaksanakan 
seperti putusan-putusan lainnya.46 Hal ini penting bagi mediasi yang dilakukan di 
Pengadilan, karena mediasi pada Pengadilan adalah bagian dari proses pemeriksaan 
perkara. Proses pemeriksaan perkara sudah dimulai di Pengadilan, dan bila 
kesepakatan di capai dalam proses mediasi, maka para pihak harus menyatakan 
bahwa proses pemeriksaan prkara selesai dan tidak dilanjutkan lagi. Ini merupakan 
kehendak dari para pihak yang harus dituangkan secara tertulis, dan hakim akan 
menjadikan pegangan untuk menghentikan perkara yang sedang digelar. 
Pelaksanaan mediasi pada sidang-sidang selanjutnya tidak diperlukan lagi 
walaupun ada rekonvensi atau intervensi. Apabila pihak menghendaki mediasi diluar 
Pengadilan (non litigasi) dapat diperkenankan sepanjang tidak mengganggu tahap 
persidangan yang berjalan.47 Mediasi yang menempuh jalur diluar Pengadilan, dalam 
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kesepakatan tertulisnya tidak perlu memuat klausul “pencabutan perkara atau 
pernyataan perkara telah selesai”, karena sengketa mereka memang belum/tidak 
didaftarkan di Pengadilan. Dalam pencapaian kesepakatan mediasi yang paling 
penting adalah itikad baik dari pihak untuk melaksanakan isi mediasi, karena mereka 
sendiri yang melaksanakan kesepakatan tersebut. Sejatinya, pelaksanaan isi 
kesepakatan mediasi tidak terlalu lama berselang waktunya, sejak penandatanganan 
mediasi dilakukan oleh para pihak. Tenggang waktu pelaksanaan kesepakatan yang 
terlalu lama, akan menimbulkan kekhawatiran adanya pengaruh pihak lain kepada 
satu pihak, sehingga akan menyulitkan mereka dalam pelaksanaan kesepakatan. 
Meskipun demikian, pelaksanaan kesepakatan mediasi dapat dimintakan upaya dari 
ketua Pengadilan, jika salah satu pihak tidak bersedia menjalankan isi kesepakatan, 
sebagaimana yang telah ia tanda tangani. 
Agar hasil kesepakatan mediasi tidak menghadapi masalah dalam 
implementasi, maka diharapkan para pihak yang telah merumuskan kesepakatan perlu 
mempelajari secara hati-hati hasil rumusannya tersebut sebelum ditandatangani. 
Karena ketika mereka telah menandatangani kesepakatan tersebut, maka mereka tidak 
dapat menarik kembalikesepakatan itu. Pemeriksaan kembali terhadap materi 
kesepakatan sebelum ditandatangani, tidak hanya dilakukan oleh para pihak tetapi 
juga oleh mediator. Pemeriksaan materi kesepakatan oleh mediator diperlukan guna 
menghindari adanya materi kesepakatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam 
Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 menegaskan 
bahwa sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator wajib memeriksa 
materi kesepakatan untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan 
dengan hukum. 
Kesepakatan yang telah diambil dan ditandatangani para pihak dalam proses 
mediasi harus dilaporkan kepada hakim untuk dapat ditetapkan dalam akta 
perdamaian. Mediasi di Pengadilan sebagai bagian integral dan proses beracara di 
Pengadilan, mengharuskan mediator dan para pihak terkait dengan proses hukum di 
Pengadilan. Mediator dan/atau para pihak perlu melaporkan kepada hakim 
secepatnya, sehingga hakim dapat menggelar sidang guna mengukuhkan kesepakatan 
tersebut sebagai suatu akta perdamaian. Bila kesepakatan tersebut sudah dikukuhkan 
dalam akta perdamaian, maka secara formal mediasi sudah selesi dan proses sidang di 
Pengadilan pun sudah berakhir. Pengukuhan kesepakatan mediasi dalam bentuk akta 
perdamaian, dengan sendirinya akan mengakhiri persengketaan yang terjadi antar 
para pihak. 
Proses mediasi di Pengadilan baik yang mencapai kesepakatan maupun yang 
tidak mencapai kesepakatan (gagal), mediator tetap harus memberitahukan kepada 
hakim dalam masa waktu 22 hari kerja sejak pemilihan atau penunjukan mediator. 
Pemberitahuan dimaksudkan agar hakim dapat mengetahui apakah sidang terhadap 
perkara yang sedang di mediasi dilanjutkan atau sudah dapat ditutup. Bila 
kesepakatan diperoleh, maka hakim akan mengakhiri proses sidang di Pengadilan, 
sebaliknya bila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka sidang akan terus 
dilanjutkan di mana hakim akan melanjutkan mpemerikasaan perkara berdasarkan 
hukum acara yang berlaku. 
Dalam Pasal 13 Perma Nomor 2 Tahun 2003 disebutkan bahwa jika para 
pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam 
proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan 
perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya. Fotocopy dokumen dan notulen atau 
catatan mediator wajib dimusnahkan, dan mediator tidak dapat menjadi saksi dalam 
proses persidangan perkara yang bersangkutan. 
Ketentuan Pasal 13 diatas menggambarkan bahwa proses mediasi adalah 
proses rahasia dan tertutup, di mana publik tidak dapat mengetahui pokok 
persengketaan yang terjadi di antara para pihak. Mediator dan para pihak sama-sama 
memiliki komitmen untuk tidak membuka rahasia mereka masing-masing kepada 
publik. Kerahasiaan inilah yang membedakan proses mediasi dengan proses 
penyelesaian sengketa melalui Pengadilan. Proses penyelesaian perkara di pengadilan 
menganut asas terbuka untuk umum. Masyarakat atau publik dapat mengakses 
seluruh proses pemeriksaan di Pengadilan. Para pihak tidak dapat melarang publik 
untuk tidak mengakses persengketaan mereka yang sedang berjalan di Pengadilan. 
Bahkan kalu pengadilan menyelenggarakan proses pemeriksaan secara tertutup, maka 
proses tersebut melanggar asas dan batal demi hukum, kecuali terdapat ketentuan 
yang secara khusus dalam undang-undang memperbolehkan pemeriksaan sidang 
pengadilan secara tertutup. 
Pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi, tidak dapat 
dijadikan alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau 
perkara lainnya, karena dalam proses mediasi bukan untuk membuktikan fakta 
hukum, mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi yang ingin ditemukan 
para pihak adalah jalan yang memungkinkan mereka merumuskan kesepakatan. 
Mereka perlu memberikan pernyataan dan pengakuan yang tulus dalam rangka 
memudahkan mereka mewujudkan kesepakatan. Pernyataan yang diberikan para 
pihak atau salah satu pihak dalam mediasi, semata-mata mempertimbangkan agar 
opsi-opsi penyelesaian yang ditawarkan oleh salah satu pihak dapat disepakati secara 
bersama. Oleh karena itu, pernyataan yang diberikan para pihak dalam proses mediasi 
bukanlah pernyataan yang mengikat secara hukum, tetapi pernyataan yang ditujukan 
untuk menyelamatkan proses mediasi. Bila kesepakatan damai terwujud, maka 
dengan sendirinya persengketaan akan berakhir. 
Fotocopy dokumen dan notulen atau catatan yang ada selama dalam mediasi 
tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena sifatnya tidak mengikat. Dlam praktek 
mediasi, biasanya catatan mediator dan/atau para pihak yang ada dalam proses 
mediasi dimusnahkan setelah selesai tahap demi tahap. Pemusnahan seuruh catatan 
dokumen dilakukan setelah kesepakatan akhir dicapai, sehingga yang tinggal 
hanyalah kesepakatan damai tertulis atau akta perdamaian yang dibuatkan oleh hakim 
berdasarkan kesepakatan para pihak. Bila mediasi gagal dan proses pemerikasaan 
perkara dilanjutkan oleh hakim, maka mediator tidak dapat diamanatkan sebagai saksi 
terhadap perkara yang ia mediasikan, karena ia sudah mengetahui seluruh sengketa 
para pihak dan akan menyulitkannya dalam memberikan keterangan. 
Prinsip lain dari mediasi adalah tertutup dalam proses perundingan, kecuali 
disepakati oleh kedua belah pihak. Mediator harus memegang teguh prinsip ini, 
karena para pihak merasa tidak nyaman bila proses mediasi  disaksikan atau diketahui 
oleh publik. Dalam Pasal 14 Ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2003 disebutkan bahwa 
proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak 
menghendaki lain. Mediasi juga memiliki asas terbuka untuk umum dalam sengketa 
publik. Sengketa publik adalah sengketa dibidang lingkungan hidup, hak asasi 
manusia, perlindungan konsumen, pertanahan, dan perburuhan yang melibatkan 
banyak buruh. Dalam bidang ini publik dapat mengaakses secara langsung setiap 
langkah dari proses mediasi.48 
C. Hakam Mediasi dalam Perkara Perceraian 
Hakam ialah orang yang ditetapkan Pengadilan, dari pihak keluarga suami 
atau pihak keluarga istri untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap 
syiqaq. M. Yahya Harahap mengutip pendapat Noel J. Coulson memberi sinonim 
“arbitrtor” sebagai kata yang sepadan dengan “hakam”. Begitu juga Morteza 
Mutahhari mengemukakan kata padanan hakam dengan “arbiter”. Menurutnya 
hakam dipilih dari keluarga suami dan isteri. Satu orang dari pihak keluarga suami 
dan satu orang dari pihak keluarga isteri, dengan persyaratan jujur dan dapat 
dipercaya, berpengaruh dan mengesankan, mampu bertindak sebagai juru damai serta 
orang yang lebih mengetahui keadaan suami-isteri, sehingga suami-isteri lebih 
terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing.49 
Adapun yang menjadi landasan hukum pemberlakuan hakam dalam bidang 
perceraian adalah dijelaskan dalam Al-Qur’an surah An-Nisaa/4: 35 berbunyi: 
                                
                      
Terjemahannya: 
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan anatara keduanya, maka 
kirimkanlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang 
hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud 
                                                          
48 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, h. 
321-330. 
49 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989) (Jakarta: Pustaka Karini, 1997), h. 270. 
mengadakan perbaiakan, nicaya Allah memberi taufik kepada suami isteri 
tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.50 
 
Meskipun ayat tersebut memberikan petunjuk dalam bentuk perintah, namun 
para ahli hukum Islam berbeda pendapat mengenai eksistensi hakam dalam 
menyelesaiakan masalah perceraian. Ulama dari mazhab Al-Syafi’I mengharuskan 
adanya hakam dalam perceraian yanng muncul akibat syiqaq, sebagaimana 
disebutkan dalam kitab Syarqawi alat-Tahrir (Syarqawi alat-Tahrir juz III h. 372). 
Sedangkan menurut pendapat yang lain, bahwa pengangkatan hakam hanyalah jaiz 
(boleh saja). Pendapat ini diintrodusir oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidyatul 
Mujtahid (Bidyatul Mujtahid juz II h. 98-99). 
Sementara itu dalam tatanan hukum di Indonesia, hakam dapat ditemukan 
pada pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Hakam 
adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak 
keluarga isteri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan 
terhadap syiqaq”. Untuk lebih jelasnya perlu pula diperhatikan penjelasannya yaitu, 
“Kalau terjadi perselisihan antara suami isteri, hendaklah diadakan seorang hakam 
dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga isteri. Keduanya berusaha 
mendamaikan antara keduanya, sehingga dapat hidup kembali sebagai suami isteri”. 
Pengangkatan seorang hakam dalam hukum acara Peradilan Agama dilakukan 
setelah sebelum didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang  dekat dengan 
para pihak. Setidaknya ada tiga pasal peraturan perundang-undangan yang berbeda 
yang mengharuskan kehadiran keluarga ataupun kerabat dekat dalam suatu proses 
persidangan. Ketentuan tersebut terdapat pada: 
                                                          
50 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,  h. 85. 
a. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975. 
b. Pasal 76 ayat (1) Undang0undang No. 7 Tahun 1989. 
c. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. 
Bila dibandingkan antara hukum normatif dan hukum positif mengenai 
keberadaan hakam, akan nampak adanya pergeseran status hukum hakam dalam 
pandangan hukum Islam (yang dikemukakan oleh al-Syafi’I) dengan hakam yang 
terdapat pada Undang-undang Peradilan Agama. Hukum Islam mengharuskan adanya 
hakam dalam perceraian yang terjadi dengan alasan syiqaq, sementara itu hakam 
diangkat dari pihak keluarga suami dan isteri, sedangkan hakam dalam Undang-
undang Peradilan Agama hanya sebatas anjuran yang tidak mengikat (sesuai dengan 
bunyi penjelasan Pasal 76 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006). Abdul Manan 
mengemukakan, hukum perkawinan Indonesia mengambil hukum zawaj (boleh) 
seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Rusyd dan dalam menentukan hakam 
mengambil pendapat Sayyid Sabiq yang tidak mengharuskan hakam dari keluarga 
kedua belah pihak yang bertikai. Demikian halnya dengan penerapan hakam, para 
ulama berbeda pendapat, salah satunya menerangkan bahwa penerapan hakam 
dilakukan pada perselisihan yang memuncak dan membahayakan.51 
Di Pengadilan Agama hakam hanya diterapkan pada kasus perceraian di mana 
syiqaq benar-benar muncul sebagai alasan perceraian yang secara lahiriah dapat 
dilihat dari sikap salah satu pihak yang tidak menghendaki perceraian, sementara 
pihak lain menganggap bahwa rumah tangganya sudah tidak mungkin lagi diperbaiki. 
Pada saat inilah dipergunakan fiqh al Syafi’I dengan mempertimbangkan anjuran 
                                                          
51 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: 
Yayasan Al Hikmah, 2001), h. 271. 
yang terdapat pada Pasal 76 ayat (2) beserta penjelasannya. Penerapan hukum seperti 
ini, secara psikologis sangat berguna bagi pihak yang tetap menginginkan berumah 
tangga karena penilaian terhadap keadaan rumah tangga syiqaq tidak hanya dilakukan 
oleh hakim tetapi melibatkan hakam dari keluarga kedua belah pihak. Dalam keadaan 
demikian menurut Abdul Manan, hakam dapat menentukan kualitas perselisihan yang 
terjadi dalam rumah tangga, yang pada akhirnya dapat memberikan pertimbangan 


















A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian bercorak Field 
research (penelitian lapangan), yaitu data-data yang diperoleh berdasarkan survai 
lapangan, yang dilakukan dengan cara menghimpun informasi-informasi melalui 
wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap sejumlah responden dari 
beberapa hakim mediator di lingkungan Pengadilan Agama Kota Palopo. 
2. Lokasi Penelitian 
Dalam penyusunan skripsi ini peneliti memilih lokasi penelitian di Pengadilan 
Agama Kota Palopo karena pengadilan tersebut mempunyai kewenangan untuk 
menangani perkara perceraian yang terlebih dahulu harus melewati tahap mediasi. 
Selain itu, Pengadilan Agama Kota Palopo berada di Kota besar, yang mana pada 
setiap tahunnya angka perceraian terus mengalami peningkatan, sehingga dengan 
penelitian ini dapat diketahui sejauh mana peran dan fungsi lembaga mediasi di 
Pengadilan Agama Kota Palopo berperan aktif dalam menekan jumlah angka 
perceraian tersebut. 
B. Pendekatan Penelitian 
1. Pedekatan Normatif/Syar’I 
Pedekatan ini beradasar pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum Islam 
yang berlandaskan pada Al-qur’an dan Al-hadits. Pendekatan ini berguna untuk 
mengkaji hukum mediasi dilihat dari sudut pandang dalil-dalil syara’. 
2. Pendekatan Yuridis 
Pendekatan yuridis yaitu suatu metode atau cara yang digunakan berdasarkan 
peraturan-peraturan yang berlaku yang memiliki korelasi dengan masalah yang akan 
diteliti. 
C. Sumber Data 
1. Data Primer 
Sumber data primer adalah sejumlah responden yang disebut informan 
Penelitian. Informan ini diambil dengan cara tertentu dari para pihak yang karena 
kedudukannya atau kemampuannya dianggap dapat mempresentasikan masalah yang 
dijadikan objek peneliti. Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan informan 
antara lain: 
a) Purposive Sampling Technique adalah cara penentuan sejumlah Informan 
sebelum penelitian dilaksanakan, dengan menyebutkan secara jelas siapa yang 
dijadikan informan serta informasi apa yang diinginkan dari masing-masing 
informan. 
b) Snow Ball Technique adalah cara penentuan informan dari satu informan ke 
informan lainnya yang dilakukan pada saat penelitian dilaksanakan, hingga 
dicapai sejumlah informan yang dianggap telah merepresentasikan berbagai 
informasi yang diperlukan. 
2. Data Sekunder 
Sumber data kedua yang digunakan peneliti adalah data sekunder yaitu data 
yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, akan tetapi melalui orang 
kedua baik berupa informan atau melalui kepustakaan yang relevan yaitu literatur, 
teori, buku-buku, dokumen-dokumen, internet, media cetak, dan perundang-
undangan. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal dan 
keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen 
populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Dalam rangka 
memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka proses pengumpulan data ini 
peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan dua cara, yaitu: 
1. Metode Library Research (Kepustakaan). Metode ini merupakan 
penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan 
jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan 
dengan masalah yang dibahas. 
2. Metode Field Research (Penelitian Lapangan). Metode penelitian 
lapangan (Field research) merupakan penelitian yang dilakukan di 
lapangan dengan pengamatan langsung yang di tempuh dengan tiga cara, 
yaitu: 
a) Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-
gejala yang diteliti.52 Pengamatan secara langsung dilaksanakan terhadap 
subjek sebagaimana adanya di lapangan, dalam penelitian ini pengamatan 
dilakukan di Pengadilan Agama Kota Palopo terhadap hakim mediator dalam 
menangani mediasi. Pengamatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 
adalah pengamatan yang tidak berstruktur. 
                                                          
52 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial cet. Ke V  (Jakarta: 
PT. Bumi Aksara, 2004), h. 58. 
b) Wawancara mendalam (in-depth interview)53 yaitu penulis mengadakan tanya 
jawab dan dialog langsung dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan 
masalah yang dibahas. Jenis wawancara yang akan digunakan oleh peneliti 
adalah wawancara terbuka, peneliti menggunakan wawancara ini agar 
pembicaraan informan leluasa mengeksplorasi dari maksud pertanyaan yang 
diajukan. Tentunya peneliti tetap mencari fokus permasalahan yang 
ditanyakan. Dalam proses ini juga peneliti merasa bahwa jawaban yang akan 
diberikan oleh informan diluar pertanyaan merupakan data tambahan. 
c) Dokumentasi, yaitu peneliti mengambil data dengan mengamati dokumen-
dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak terkait dalam hal ini pihak 
Pengadilan Agama Kota Palopo. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena sosial yang 
diamati. Adapun alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu 
pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam wawancara yang dijadikan 
dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa pertanyaan. Selain itu, 
penulis juga menggunakan alat recorder (rekam), alat tulis, dan buku catatan, 
sehingga memudahkan dan membantu peneliti untuk memperoleh informasi dan 
mencatat semua hasil wawancara dengan sumber data. 
 
 
                                                          
53Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, cet. Ke-11 (Jakarta: 
Rineka Cipta,1998), h. 114; juga dapat dilihat di Winarno Surakhmad (ed), Pengantar Penelitian, h. 
162. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Data yang peneliti peroleh dalam penelitian ini akan disusun dengan baik dan 
teratur kemudian diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah analisis sebagai 
berikut: 
Terlebih dahulu peneliti akan mengumpulkan data dengan mengolah dan 
menganalisa data primer maupun sekunder yang berupa data kepustakaan dan 
informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan arsip ataupun dokumen di 
lapangan. Data yang diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk penyusunan data yang 
kemudian direduksi dengan mengolahnya kembali. 
Setelah tersusun baik, hasil pengumpulan data tersebut disajikan secara 
deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan membuat gambaran sesuai 
dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini selanjutnya ditarik 










HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sekilas Sejarah Islam di Luwu dan Palopo 
Pada akhir abad ke XV M/Tahun 1013 H, agama Islam masuk ke Tanah Luwu 
dibawah oleh Datuk Sulaiman, seorang alim ulama berasal dari Minangkabau (wafat 
di Pattimang/Luwu). Pada waktu itu, kerajaan Luwu diperintah oleh Raja bernama 
“Etenriawe”, namun Islam baru berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja 
Patiarase (diberi gelar Sultan Abdullah) saudara kandung Patiaraja (diberi gelar 
Somba Opu) dalam mengembangkan visi Islam di Luwu, Datuk Sulaiman dibantu 2 
(dua) orang ulama fiqh, yaitu Datuk Ribandang (wafat di Gowa) dan Datuk Tiro 
(wafat di Kajang/Bulukumba). 
Wilayah Kerajaan Luwu dahulu meliputi daerah Pitumpanua (Wajo) hingga 
daerah Poso/Sulawesi Tengah, akan tetapi setelah pemerintah Hindia-Belanda 
berkuasa di Indonesia (masuk ke Tanah Luwu tahun 173 M) Luwu dipecah-pecah 
menjadi beberapa wilayah pemerintahan, yaitu Pitumpanua dilebur masuk afdeling 
Wajo dan Poso dibentuk menjadi afdeling Sulawesi Tengah. Sedangkan afdeling 
Luwu meliputi daerah-daerah onder afdeling Makale, Malili, Masamba, Palopo, dan 
Belopa. 
Dalam perjalanan selanjutnya, Luwu kemudian dimekarkan menjadi 4 
wilayah Kabupaten/Kota, yaitu Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, dan Kota Palopo, 
bahkan kedepan Luwu akan terbagi menjadi 5 wilayah/Kota setelah perjuangan 
pembentukan Luwu Tengah berhasil.54 
2. Profil Pengadilan Agama Kota Palopo 
Pengadilan Agama Kota Palopo sebagai salah satu institusi peradilan di 
Indonesia telah ada dan melembaga jauh sebelum masa kemerdekaan berdasar 
Undang-undang darurat Nomor 1 tahun 1951 pemerintah Indonesia menegaskan 
pendirinya untuk tetap mempertahankan keberadaan peradilan agama sebagai 
pelaksana dari Undang-undang tersebut diatas, pada tahun 1957 dikeluarkan 
Peraturan Pemerintah Nmor 45 tahun 1957 tentang pembentukan peradilan agama 
diluar Jawa dan Madura. 
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Peemerintah Nomor 45 tahun 1957 
tersebut, maka pada tanggal 6 Maret 1958 Menteri Agama Repoblik Indonesia 
mengeluarkan penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang pembentukan 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan 
Irian Barat, atas dasar inilah pada bulan Desember 1958 dibentuklah Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syariah di Palopo yang wilayah hukumnya meliputi daerah 
Kabupaten Dati II Luwu dan Kabupaten Dati II Tanah Toraja hingga dibentuk 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makale Tahun 1966 melalui keputusan 
Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tentang penambahan pembentukan 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tingkat II didaerah Sulawesi Selatan dan 
Maluku tertanggal 3 Desember 1966. 
                                                          
54 Pengadilan Agama Kota Palopo, Buku Laporan Tahunan (Palopo: PA Palopo, 2012), h. 2. 
Adapun Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo sejak dibentuk 
hingga sekarang yaitu: 
a. KH. Muh. Hasyim  
b. KH. Muh. Abdullah Salim  
c. Drs. Muh. Djufri Palallo 
d. Drs. Muh. Subair 
e. Dra. Hj. Athira Mustafa, MH. 
f. Drs. Abd. Razak D, SH., MH. 
g. Drs. Chaeruddin, SH., MH. 
h. Drs. Muhyiddin Rauf, SH., MH. 
i. Drs. Rahmani, SH. 
Setelah Dati II Luwu dimekarkan menjadi 4 (empat) Kabupaten/Kota, yaitu 
Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo, maka wilayah hukum 
Pengadilan Agama Kota Palopo kini hanya meliputi Kabupaten Luwu dan Belopa 
saja yaitu seluas 324. 777 Km2. Luas wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Palopo 
ini akan semakin berkurang setelah Pengadilan Agama Belopa (Kabupaten Luwu) 
dibentuk. 
Letak geografis Kota Palopo terletak antara; 2’53’15’’-3’.04’08 Lintang 
Selatan, 120’03’10’’-120’.14’34’’ Bujur Timur. Pengadilan Agama Kota Palopo 
terletak di Jl. Andi Djemma Kota Palopo Sulawesi Selatan 91921. Adapun Luas 
wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Palopo saat ini yaitu mencakup, Kabupaten 
Luwu dengan luas 300.025 Km2 yang terdiri dari 15 Kelurahan dan 212 Desa. Dan 
Kota Palopo dengan luas 247.52 Km2 terdiri dari 48 Kelurahan.55 
Tabel: 1, wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Palopo di Kabupaten 
Luwu: 
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55 Pengadilan Agama Kota Palopo, Buku Laporan Tahunan (Palopo: PA Palopo, 2012), h. 2. 
Tabel: 2. Wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Palopo di Palopo 
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Keterangan: - - - - - : Garis Koordinasi 
  : Garis Komando 
B. Upaya Mediasi Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo 
Tahun 2012-2014 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi 
di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang 
berperkara di Pengadilan, karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan 
pengadilan menjadi batal demi hukum. Setiap pemeriksaan perkara perdata di 
Pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan 
kepanjangan upaya perdamaian. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam 
menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi 
mereka.  
Panitera/Sekertaris 
Drs. A. Burhan, SH 
 
Hakim 
Sitti Marhamah, S.ag 
Adriansyah, S.HI 









































W. Panitera  








Maswarni Bugis, S.Ag 





(Drs. Rahmani, S.H) 
Wakil Ketua  





Arifuddin Tjiama, SH 
 
 
Dalam mengupayakan mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan 
hukum yang mengikat dan daya paksa bagi masyarakat. Oleh  karena itu, penulis 
memberikan kesimpulan sebagai berikut: 
a. Landasan yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 adalah 
peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. PERMA merupakan pelengkap peraturan perundang-
undangan yang telah ada sehingga bertujuan mengisi kekosongan hukum. 
b. Mahkamah Agung memiliki kewenangan membuat peraturan sebagaimana diatur 
dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang 
Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penerbitan 
PERMA tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan. 
Mediator memiliki peran yang sangat penting dalam mengupayakan mediasi. 
Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi 
dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA 
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur tentang daftar mediator pada 
Ayat (1), bahwa: 
Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan 
menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama 
mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para 
mediator. 
Penulis sendiri telah melihat bahwa Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo 
telah menentukan daftar mediator. Dalam daftar tersebut tertulis sebanyak 8 (delapan) 
orang hakim mediator termasuk ketua dan wakil ketua dengan latar belakang 
pendidikan masing-masing mediator sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) tersebut. 
Kemudian penulis mencoba melihat kualifikasi mediator pada Pasal 9 Ayat 
(2) sampai dengan Ayat (6) sebagai berikut:  
2) Ketua Pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki 
sertifikat dalam daftar mediator. 
3) Jika dalam wilayah Pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang 
bersertifikat, semua hakim pada Pengadilan yang bersangkutan dapat 
ditempatkan dalam daftar mediator. 
4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan 
kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator 
pada Pengadilan yang bersangkutan. 
5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan 
menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator. 
6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbaharui daftar 
mediator. 
Pada Pasal-pasal diatas mengenai kualifikasi mediator di Pengadilan, Hakim 
di Pengadilan Agama Kota Palopo belum ada yang memiliki sertifikat mediator 
sehingga yang dimasukkan dalam daftar mediator adalah hakim Pengadilan  yang 
telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. “Seluruh Hakim mediator belum memiliki 
sertifikat mediator dikarenakan belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan 
Mahkamah Agung RI.”56 
Upaya hakim mediator dalam mendamaikan suami isteri sangat penting 
dilakukan di Pengadilan, demi mencegah terjadinya perceraian, berdasarkan PERMA 
Nomor 1 tahun 2008 diatas, pada pokoknya menekankan bahwa hakim mediator 
dalam upaya melakukan mediasi terhadap para pihak yang bersengketa, dalam sidang 
mediasi tidak sekedar formalitas, tetapi upaya mediasi dilakukan secara sungguh-
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sungguh agar para pihak yang bersengketa dapat mengakhiri perkaranya dengan 
perdamaian. 
Berdasarkan dari hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Kota Palopo 
terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh hakim mediator dalam mengupayakan 
mediasi suami isteri yang ingin bercerai di Pengadilan Agama Kota Palopo. Adapun 
upaya mediasi yang dilakukan hakim mediator terhadap kasus perceraian di 
Pengadilan Agama Kota Palopo, yaitu: 
a. Memberikan penjelasan kepada para pihak yang ingin bercerai tentang 
manfaat dan keutamaan mediasi.57 Pada persidangan pertama majelis 
hakim yang memeriksa perkara wajib memberikan penjelasan kepada para 
pihak mengenai pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dimana 
majelis hakim menekankan tentang keharusan para pihak untuk menjalani 
mediasi terlebih dahulu dalam menyelesaikan perkaranya sebelum 
dilanjutkan ke persidangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 PERMA 
Nomor 1 Tahun 2008, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yang 
dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk 
menempuh mediasi. Hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada 
para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif 
dalam proses mediasi. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi sesuai 
PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini kepada para pihak yang berperkara. 
Selanjutnya hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling 
lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih 
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mediator termasuk biaya yang mungkin akan timbul akibat pilihan 
penggunaan mediator bukan hakim. Jika setelah jangka waktu maksimal 
yaitu 2 (dua) hari, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator 
yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan 
mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim. Setelah menerima 
pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua 
majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara 
yang bersertifikat pada Pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi 
mediator. 
b. Mengeluarkan Surat Keputusan tentang daftar nama-nama hakim mediator 
yang dapat dipilih oleh para pihak yang ingin bercerai dalam 
menyelesaikan perkara melalui mediasi, sesuai dengan ketentuan PERMA 
Nomor 1 Tahun 2008.58 Hal ini bertujuan untuk membantu memudahkan 
para pihak dalam menentukan pilihannya kepada salah satu pihak dan 
dapat menyelesaikan sengketanya tanpa harus melalui persidangan. Hal 
berikut adalah tidak diperkenankan biaya untuk menggunakan jasa hakim 
mediator yang disediakan oleh pengadilan. 
c. Menyediakan ruang mediasi bagi para pihak yang ingin bercerai dengan 
menatanya sebaik mungkin.59 Pengadilan berharap penataan yang 
semaksimal mungkin, para pihak yang bersengketa akan menemukan 
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suasana yang lebih nyaman dan tidak kaku sehingga dapat menyelesaikan 
perkaranya melalui mediasi. 
d. Membuka wawasan para pihak yang ingin bercerai, juga dengan 
menanamkan kesadaran bahwa perkawinan merupakan ikatan yang kuat, 
suci, dan mengandung nilai ibadah, sedangkan perceraian merupakan 
sesuatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.60 
1. Perkara yang di Mediasi bagi Pasangan yang Bercerai di Pengadilan 
Agama Kota Palopo 
Banyak hal yang menyebabkab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama 
di tingkat pertama. Pertama adalah moral. Persoalan moral pun memberikan antil 
untuk memantik krisis keharmonisan rumah tangga. Modusnya mengambil tiga 
bentuk, yakni suami melakukan poligami tidak sesuai dengan aturan, krisis ahklak, 
dan cemburu yang berlebihan. Kedua, meninggalkan kewajiban. Ini disebabkan salah 
satu pihak tidak bertanggungjawab akan kewajibannya selama menjalani ikatan 
perkawinan, seperti nafkah baik lahir maupun batin. Ketiga, kawin dibawah umur. 
Biasanya terjadi pada pihak isteri yang sejarah perkawinannya dipaksa oleh kedua 
orang tuanya yang kemudian hari banyak menimbulkan ketidakharmonisan diantara 
pasangan suami isteri. Keempat, dihukum. Salah satu pihak dijatuhi hukum pidana 
oleh Pengadilan. Kelima, cacat biologis. Salah satu pihak memiliki cacat fisik yang 
tidak dapat disembuhkan, sehingga menyebabkan tidak dapat melaksanakan 
kewajiban. Keenam, terus menerus berselisih. Perselisihan dalam perkawinan yang 
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berujung pada peristiwa perceraian ini dapat disebabkan ketidakharmonisan pribadi, 
gangguan pihak ketiga. Ketujuh, adalah faktor-faktor lainnya. 
Untuk mengetahui seberapa jauh usaha yang dilakukan oleh hakim mediator 
dalam mengupayakan mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo, penulis 
menggunakan buku laporan Registrasi Perkara Pengadilan Agama Kota Palopo 
Tahun 2012, 2013, dan 2014. Data laporan tersebut merupakan buku laporan bulanan 
yang kemudian dirangkum dalam laporan tahunan di Pengadilan Agama Kota Palopo. 
Di dalamnya dapat diketahui jumlah perkara secara keseluruhan mulai dari tahun 
2012, 2013, dan sampai bulan September 2014, juga akan diketahui jumlah perkara 
yang mengupayakan mediasi dan dilaporkan hasil mediasi yang berhasil maupun 
yang tidak berhasil. Sehingga dengan laporan tersebut, dapat diketahui dengan mudah 
jumlah perkara yang dimediasi dan hasilnya. 
Berdasarkan data dan sumber yang didapatkan, baik melalui wawancara 
maupun data-data tertulis yang terdokumentasikan, menunjukkan bahwa dari tahun 
2012 perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kota Palopo sebanyak 488 perkara, 
dan pada tahun 2013 perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kota Palopo 
bertambah sebanyak 502 perkara, hingga memasuki bulan September 2014 
Pengadilan Agama Kota Palopo menerima perkara sebanyak 369 perkara. Dari 
akumulasi jumlah perkara sepanjang tahun 2012 - September 2014 terdapat 1359 
perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Palopo, dan 1139 dari jumlah 
tersebut adalah perkara perceraian. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya mediasi 
sangatlah penting untuk terus dilakukan, dan segala upaya harus dilakukan oleh 
hakim mediator untuk menekan terjadinya perceraian, khususnya di Pengadilan 
Agama Kota Palopo. 
Tabel: 3 Laporan Registrasi Mediasi Pengadilan Agama Kota Palopo Tahun 
2012, 2013, dan September 2014.61 
No Tahun 
Jumlah Perkara Keterangan 
Cerai Gugat Cerai Talak Berhasil  
Tidak 
Berhasil 
1 2012 243 116 1 358 
2 2013 294 120 1 413 
3 September 
2014 
167 199 - 366 
Dalam menentukan efektif tidaknya mediasi sebenarnya bisa dilihat dari dua 
segi, yakni dari segi penggunaan, dan dari segi hasilnya. Dari segi penggunaan adalah 
bahwa mediasi berfungsi  untuk mendamaikan para pihak dengan berharap gugatan 
dapat dicabut, mediasi juga dapat berfungsi untuk memisahkan para pihak dengan 
cara yang baik, serta meminimalisir tingkat pertengkaran antar kedua belah pihak 
yang bersengketa. Jadi dari tahun 2012 s/d September 2014 upaya mediasi terhadap 
perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo dari segi penggunaan, mediasi 
sudah cukup baik. Sedangkan dari segi hasil, berdasarkan tabel diatas, mediasi di 
Pengadilan Agama Kota Palopo masih perlu diupayakan lagi. 
2. Proses Mediasi Perceraian oleh Hakim di Pengadilan Agama Kota 
Palopo 
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Dengan banyaknya perkawinan yang terjadi tentu banyak pula kasus 
perceraian yang terjadi diakibatkan perselisihan dalam rumah tangga. Hal ini 
disebabkan semakin banyak keluarga, semakin banyak pula maslah-masalah yang 
ditimbulkan. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari banyaknya keluarga yang 
mengajukan cerai di Pengadilan baik dari pihak suami maupun pihak isteri. 
Perceraian merupakan masalah yang sangat kompleks, sebab hal tersebut 
dapat mempengaruhi hal-hal yang lain. Banyaknya faktor yang menyebabkan 
perceraian ini tentunya tidak lepas dari keadaan pribadi, keluarga ataupun lingkungan 
sekitar. Faktor yang paling dominan yang menjadi penyebab perceraian adalah faktor 
tidak adanya tanggung jawab, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau 
percekcokan (tidak ada keharmonisan), faktor ekonomi, faktor krisis ahklak, faktor 
gangguan pihak ketiga dan faktor poligami tidak sehat.62 
Dengan meningkatnya perceraian tersebut, maka harus diupayakan jalan 
keluarnya, guna mengurangi tingginya jumlah perceraian tersebut. Para pemohon 
perceraian dalam mengajukan gugatan cerai banyak sekali alasan yang dikemukakan, 
meskipun demikian, yang dapat diterima dan diproses adalah yang memenuhi 
persyaratan perceraian itu sendiri. 
Perceraian dapat dilakukan jika memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam 
pasal 39 UUP Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 
116 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: 
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan 
lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 
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b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 
diluar kemampuannya. 
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 
yang lebih berat.  
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak yang lain. 
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. 
f. Suami melanggar taklik thalak. 
g. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 
rukunan dalam rumah tangga. 
h. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.63 
Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa 
dilluar Pengadilan. Tujuan diberlakukannya mediasi adalah dalam rangka 
menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang 
netral dan inparsial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan 
kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa 
melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada 
pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan. Dalam mediasi para pihak yang 
bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. 
Sebaliknya, mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, 
tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna 
mewujudkan kesepakatan damai mereka. 
Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan menfaatnya, 
karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan 
mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal 
pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah 
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merasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, 
paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit 
perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak 
untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang 
dapat disepakati oleh kedua belah pihak. 
Untuk mewujudkan mediasi yang baik sesuai dengan tujuan mediasi diatas, 
tentunya hakim mediator dalam mengupayakan mediasi terhadap para pihak harus 
sistematis dan tersusun sesuai dengan prosedur mediasi berdasarkan PERMA Nomor 
1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Adapun langkah-langkah 
proses mediasi perceraian oleh hakim terhadap para pihak yang bersengketa di 
Pengadilan Agama Kota Palopo terbagi atas tiga tahap, yaitu: 
a. Pra Mediasi 
Pra mediasi yaitu tahap dimana para pihak mendapatkan tawaran dari 
hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk 
mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan 
sengketa mereka. Pada tahap pra mediasi ini mediator melakukan beberapa 
langkah-langkah antara lain: 
1) Membangun kepercayaan diri 
2) Menghubungi para pihak 
3) Menggali dan memberikan informasi awal mediasi 
4) Fokus pada masa depan 
5) Mengkoordinasikan pihak bertikai 
6) Mewaspadai perbedaan budaya 
7) Menentukan siapa yang hadir 
8) Menentukan tujuan pertemuan 
9) Kesepakatan waktu dan tempat dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah 
pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.64 
b. Tahap Pelaksanaan Mediasi 
Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai 
sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi. Dalam tahap 
ini, terdapat langkah-langkah penting yang dilakukan hakim mediator 
Pengadilan Agama Kota Palopo antara lain: 
1) Sambutan pendahuluan mediator sekaligus memberikan nasehat kepada para 
pihak yang bersengketa 
2) Persentase dan pemaparan kisah para pihak 
3) Mengurutkan dan menjernihkan permasalahan 
4) Berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati 
5) Menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan 
6) Menyiapkan ruangan mediasi yang kondusif dan sejuk 
7) Jika dalam pelaksanaan mediasi tersebut ada kemungkinan perdamaian para 
pihak terjadi, maka akan di mediasi kembali.65 
c. Tahap Pertemuan Terpisah 
Pertemuan terpisah yaitu dimana hakim mediator memisahkan antar para 
pihak yang bersengketa guna mengintrogasi serta memberikan nasehat akan 
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akibat dan konsekuensi dari perceraian tersebut. Tahap ini dilakukan guna 
untuk: 
1) Menggali permasalahan yang belum terungkap dan dianggap penting guna 
tercapainya kesepakatan 
2) Memberikan suasana dinamis pada proses negosiasi bila ditemui jalan buntu 
3) Menghindarkan kecenderungan mempertahankan pendapat para pihak pada join 
sessions. 
4) Mengingatkan kembali atas hal-hal yang telah dicapai dalam proses ini dan 
mempertimbangkan akibat bila tidak tercapai kesepakatan.66 
d. Tahap Akhir 
Tahap akhir yaitu merupakan tahap dimana para pihak yang bersengketa 
hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan 
bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Meskipun sebenarnya tahap ini 
adalah tahap akhir namun terkadang  hakim mediator masih mengumpulkan 
kembali para pihak guna mengadakan negosiasi dan memberikan nasehat 
terakhir sebelum perkaranya disidangkan.67 
C. Upaya Mediator dalam Mengatasi Problema Mediasi Perceraian di Pengadilan 
Agama Kota Palopo  
Akibat dari dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan berimplikasi terhadap susunan proses 
beracara di Pengadilan Agama. Ada penambahan bagian yang bernama mediasi, 
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dimana penambahan ini terletak setelah pembukaan pertama. Perubahan ini berlaku 
untuk semua kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama tak terkecuali perkara 
perceraian. 
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 sebagai 
terjemahan dari Pasal 130 HIR dan 145 Rbg ini prosedur mediasi wajib dilakukan 
dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (13), Pasal 1 dan 2 dan Pasal4. Pasal 1 ayat 
(13) “Pengadilan adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkup peradilan umum 
dan agama”. Pasal 2 Ayat (1) “Peraturan Mahkamah Agung ini hanya belaku untuk 
mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan, (2) Setiap hakim 
mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui 
mediasi yang diatur dalam peraturan ini. (3) Tidak menempuh prosedur mediasi 
berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR dan atau 
154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. (4) Hakim dalam 
pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan 
telah diupayakan perdamaian mediasi dengan menyebutkan mediator untuk perkara 
bersangkutan. Pasal 4 kecuali perkara yang diselesaikan melaui prosedur Pengadilan 
Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas  putusan Badan Penyelesaian 
sengketa konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan usaha, 
semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib terlebih 
dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. 
Pada dasarnya yang menjadi mediator adalah orang yang sudah mengikuti 
pelatihan dan memperoleh sertifikat mediator dari lembaga yang sudah diakreditasi 
oleh Mahkamah Agung. Sehingga kompetensi mediator ditunjukkan dengan adanya 
sertifikat. Akan tetapi melihat keterbatasan mediator yang bersertifikat masih jauh 
dari harapan maka PERMA Nomo1 Tahun 2008 ini memberikat keringanan sesuai 
dengan Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (6) sehingga seluruh hakim yang berada di 
Pengadilan dapat ditempatkan atau diposisikan sebagai mediator pada Pengadilan 
tersebut. 
Mediator dalam memediasi para pihak terkadang menemui berbagai problem 
sebab kedatangan para pihak ke Pengadilan biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya 
upaya perdamain yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering 
menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamain, dikarenakan keduanya sudah 
sangat kuat keinginannya untuk bercerai.68 
Berdasarkan uraian diatas, dan hasil penelitian yang dilakukan, penulis 
memberikan kesimpulan bahwa problema hakim mediator dalam memediasi 
perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo dapat diklarifikasikan menjadi dua, 
yaitu: 
1. Problema Teknis 
a) Kendala jumlah hakim yang bersertifikat mediator belum ada.69 
Hakim yang telah mendapatkan pelatihan mediator setidaknya mereka 
telah memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator sehingga 
akan mampu mengorganisir proses mediasi dengan baik. Menambah 
keterampilan hakim dalam melakukan mediasi akan memiliki teknik-teknik 
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yang terprogram. Sebab tugas mediator berbeda dengan hakim saat di 
persidangan. Bila di persidangan hakim sangat menjaga wibawah di 
Pengadilan saat dihadapan para pihak, sedangkan saat menjadi mediator 
mereka harus lebih komunikatif dan tidak kaku, karena berfungsi sebagai 
penengah konflik antara para pihak. Dengan demikian mediasi dapat berjalan 
efektif dan menghasilkan perdamaian. 
b) Fasilitas dan Sarana 
Ruang mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo hanya ada 1 (satu) 
ruang yang berukuran sekitar 4 meter x 3 meter, didalamnya hanya ada 1 meja 
panjang dan 3 kursi. Dalam ruangan tersebut dapat dilakukan 3 (tiga) proses 
mediasi sekaligus. Demikian juga dengan fasilitas pendukung yang kurang 
seperti proyektor, ketersediaan air minum, dan Air Conditioner (AC) yang 
dapat menjadikan ruangan mediasi terasa sejuk.70 Sehingga dengan kondisi 
serba kekurangan diatas, membuat tidak nyaman para pihak dan mediator saat 
proses mediasi berlangsung. 
2. Problem Non Teknis 
a) Kedua belah pihak sudah bulat ingin bercerai. 
Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, 
seringkali mereka sudah bersepakat untuk memutuskan perkawinan.71 
Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk didamaikan. 
Karena walau bagaimanapun usaha yang dilakukan hakim mediator untuk 
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mendamaikan para pihak, jika para pihak tetap kukuh dengan pendiriannya 
untuk bercerai, maka upaya hakim mediator tetap tidak akan bisa mencegah 
terjadinya perceraian. 
b) Keterlibatan pihak ketiga atau campur tangan pihak ketiga yang dapat 
menghambat upaya perdamaian. Seperti keterlibatan dua keluarga yang 
mengharapkan pasangan untuk tetap bercerai sebab menurut mereka sudah 
tidak ada kecocokan antara keduanya. Terkadang saat proses mediasi, hakim 
mediator mulai menemui titik terang menuju perdamaian akan tetapi 
kehadiran pihak keluarga berusaha mempengaruhi para pihak untuk tetap 
bercerai, sehingga hakim mediator kesulitan untuk mengupayakan perdamaian 
diantara mereka, dan akibatnya para pihak tetap akan menempuh perceraian.72 
c) Keterbatasan waktu 
Di Pengadilan Agama Kota Palopo jumlah hakim sebanyak 8 
(delapan) orang dan semuanya belum memiliki sertifikat mediator, jadi yang 
menjadi hakim mediator adalah para hakim biasa. Dari 8 (delapan) hakim ini 
tidak hanya berada dalam ruang persidangan akan tetapi salah satunya harus 
menjadi mediator pada sidang mediator, sehingga para hakim tersebut sangat 
sedikit waktu yang digunakan untuk menjalankan proses mediasi, para hakim 
harus menyelesaikan perkara-perkara yang disidangkan tiap harinya, padahal 
idealnya hakim mediator harus memiliki waktu yang cukup untuk 
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mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk mendamaikan para pihak 
melalui cara mediasi.73 
d) Terdapat dua pandangan yang terjadi terkait ketidakhadiran para pihak atau 
salah satu pihak dalam sidang pertama ketika akan diadakannya mediasi. 
Bahwa sengketa perkawinan (perceraian) yang diajukan ke Pengadilan 
tidak jarang saat hari persidangan yang telah ditentukan hanya dihadiri oleh 
satu pihak saja yaitu pihak penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon 
tidak diketahui alamat pastinya. Disinilah akan muncul permasalahan, apakah 
persidangan ditunda untuk memanggil Terguga/Termohon atau pihak yang 
tidak hadir sebagaimana Pasal 127 HIR/151 Rbg, atau ditunda untuk mediasi 
susuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Di dalam 
berita yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Magelang terdapat fakta 
bahwa, ada dua pandangan yang sementara ini muncul terhadap perkara ghoib 
atau perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir saat sidang yaitu, pertama, 
jika salah satu pihak tidak hadir pada saat sidang pertama, maka persidangan 
ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir sebagaimana 
ketentuan Pasal 127 HIR/151 Rbg  dan jika tetap tidak hadir, maka proses 
mediasi tidak dilaksanakan, , begitu pula dalam hal perkara ghoib. Kedua, 
sidang ditunda untuk mediasi, terlepas apakah kedua belah pihak hadir saat 
pertama atau hanya salah satu pihak saja yang hadir. Pandangan kelompok 
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kedua ini didasari pada Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung 
RI Nomor 1 Tahun 2008.74 
Di Pengadilan Agama Kota Palopo berdasarkan hasil penelitian dan 
wawancara terkait masalah ini para hakim mediator cenderung condong pada 
pendapat kelompok pertama yaitu jika salah satu tidak hadir maka persidngan 
dituda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir dan jika tetap tidak 
hadir setelah dilakukan pemanggilan maka proses mediasi tidak dilakukan 
begitu pula dengan perkara ghoib. Kemudian didalam amar putusannya 
disebutkan bahwa mediasi tidak layak dilakukan.75 
Dalam menjalankan proses mediasi, hakim mediator diberikan kebebasan 
untuk menciptakan sejumlah peluang yang memungkinkan para pihak menemukan 
kesepakatan yang dapat mengakhiri sengketa mereka. Mediator harus sungguh-
sungguh mendorong para pihak untuk memikirkan sejumlah kemungkinan yang dapat 
dibicarakan guna mengakhiri persengketaan mereka. Kesungguhan para hakim 
mediator di Pengadilan Agama Kota Palopo dapat dilihat dari upaya dan langkah-
langkah yang dilakukan dalam mengatasi beberapa problem mediasi perceraian 
diatas. Adapun upaya dan langkah-langkah hakim mediator tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1. Mengingatkan para pihak akan tujuan dari perkawinan 
Allah SWT mencanangkan syari’at perkawinan dalam islam 
disamping mempunyai maksud dan tujuan yang luhur, juga terdapat 
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pelajaran-pelajaran atau hikmah yang dapat kita petik karena Allah tidak 
pernah membuat atau menciptakan sesuatu itu tanpa arti sia-sia. Tujuan 
agama Islam mensyari’atkan perkawinan berkaitan erat dengan agama Islam 
menyangkut naluri, seksual, dengan sangat jujur dan oleh karena itu 
penindasan naluri seksual tidak pernah ditemukan dalam hukum Islam. 
Namun naluri seksual itu harus disalurkan dengan cara-cara yang benar dan 
etis, yaitu melalui ikatan perkawinan. Tujuan perkawinan bukan hanya 
sebatas hubungan alat kelamin, akan tetapi jauh dari itu perkawinan 
merupakan ikatan yang kuat, suci, dan mengandung nilai ibadah disisi Allah 
SWT juga mancakup tuntunan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, 
dan warohmah, sehingga manusia dapat hidup tenang, baik dalam keluarga 
maupun masyarakat. Disamping itu, melalui perkawinan maka terpelihara 
keturunan, sehingga akan melahirkan keturunan-keturunan yang sah, yang 
akan melahirkan keturunan masyarakat yang sehat dan bermoral, dan 
melalui perkawinan akan mendorong masing-masing suami dan isteri 
menyadari kewajiban dan tanggung jawab dalam keluarga.76 
2. Memberikan nasehat bagi para pihak untuk tidak bercerai 
Hukum Islam mensyariatkan tentang putusnya perkawinan melalui 
perceraian, tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian 
dari suatu perkawinan. Dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap 
saat yang dikehendaki. Sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat 
dihindarkan itu sajalah, perceraian diizinkan dalam syari’ah. 
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Dengan demikian, suatu perceraian walaupun diperbolehkan tetapi 
agama Islam tetap memandang perceraian adalah suatu yang bertentangan 
dengan asas-asas hukum Islam. Perceraian itu sangat dibenci oleh allah, dan 
ketika perceraian itu terjadi maka keluarga tidak akan rukun lagi, belum lagi 
kalau sudah punya anak, maka anak tidak bisa lagi mendapatkan kasih sayang 
sepenuhnya dari kedua orang tuanya77. 
3. Mengingatkan para pihak akibat yang timbul setelah terjadi perceraian. 
Apabila perceraian terjadi maka antara suami isteri tidak lagi bisa saling 
mengayomi satu dengan yang lainnya, tidak bisa lagi saling berbagi kasih 
sayang, bangunan rumah tangga tidak lagi kokoh dan otomatis kebahagiaan 
akan sirna, disamping anak tidak terurus dengan baik karena kedua orang 
tuanya tidak bisa mendidik secara bersama-sama. Hal ini dapat terjadi karena 
antara suami isteri tidak dapat lagi berkerjasama diakibatkan perceraian 
diantara keduanya.78 
4. Jika terjadi perceraian maka para pihak tidak dapat lagi berkumpul kembali 
dengan anak, tidak bebas bertemu anak, dan anak sebaliknya juga demikian.79 
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama 
1. Pengertian Hukum Islam 
Istilah hukum Islam terdiri dari dua buah kata yang berasal dari bahasa Arab 
yaitu kata Hukum dan kata Islam. Kata Hukum berarti ketentuan atau ketetapan, 
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sedangkan kata Islam berasal dari kata “aslama” menjadi “salama” selanjutnya 
menjadi Islam yang artinya, Selamat, damai, sejahtera, atau penyerahan diri 
sepenuhnya kepada Tuhan. Dari kedua pengertian tersebut maka dapatlah ditarik 
kesimpulan bahwa yang diartikan dengan hukum Islam secara etimologis ialah segala 
macam ketentuan atau ketetapan mengenai suatu hal dimana ketentuan itu telah diatur 
dan ditetapkan oleh agama islam.80 
Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia 
atas nash Al-Qur’an maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang 
berlaku secara universal. Keuniversalan hukum ini sebagai kelanjutan langsung dari 
hakikat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang subtansi-subtansi 
ajaranNya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi 
semua orang Islam dimanapun, kapanpun, dan kebangsaan apapun.81 Adapun hukum 
Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama masing-masing 
menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Setidaknya ada empat 
nama yang sering dikaitkan kepada hukum Islam yaitu syari’ah, fiqih, hukum syarak, 
dan qanum.82 
Di dalam buku Pengantar Hukum Indonesia, juga dijelaskan mengenai 
pengertian hukum Islam bahwa hukum Islam atau (syariat Islam) ialah kaidah-kaidah 
hukum yang mengatur perbuatan dan sikap manusia terhadap dua arah, yaitu 
mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (Khaliknya), dan mengatur hubungan 
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manusia dengan manusia lainnya. Bertolak dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa 
hukum Islam merupakan hukum yang sangat lengkap mengatur hubungan manusia 
dengan penciptanya (Khablumminallah), dan hubungan manusia dengan sesama 
manusia (Khablumminannas). Hukum yang mengatur hubungan antara manusia 
dengan Penciptanya termasuk dalam tataran hukum ibadah, sedangkan hukum yang 
mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia masuk dalam tataran 
hukum muamalat.83 
2. Ruang Lingkup Hukum Islam 
Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum Islam mengatur perikehidupan 
manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia 
dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya 
diatur dalam bidang muamalat dalam arti luas, baik yang bersifat perorangan maupun 
bersifat umum, misalnya perkawinan, pewarisan, hukum perjanjian, ketatanegaraan, 
kepidanaan, peradilan, dan seterusnya. Dalam pandangan Azhar Basyir, jika 
dihubungkan dengan Ilmu hukum dikenal adanya klasifikasi hukum privat dan 
hukum publik, dalam hukum Islam pun dikenal adanya pembagian tersebut dengan 
ditambahkan satu kelompok lagi, yaitu hukum ibadat. Dengan demikian dalam 
hukum Islam dikenal klasifikasi tersendiri, yaitu hukum privat Islam, hukum publik 
Islam, dan hukum ibadat. Klasifikasi yang disebutkan terakhir menunjukkan bahwa 
hukum Islam itu mencakup dua dimensi, dunia dan hari Akhirat.84 
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Berkaitan dengan pembagian hukum Islam tersebut, Mushthafa Ahmad Az-
Zarqa’ mengemukakan beberapa aspek hukum Islam ke dalam tujuh bidang, yaitu: 
a. Hukum-hukum yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah, seperti 
shalat, puasa, haji, bersuci dari hadas dan sebagainya. Kelompok hukum ini 
disebut Hukum Ibadat. 
b. Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan keluarga, seperti; 
perkawinan, perceraian, hubungan keturunan, nafkah keluarga, kewajiban 
anak terhadap orang tua dan sebagainya. Kelompok hukum ini disebut Hukum 
Keluarga (al-Ahwal Asy-Sykhshiyyah). 
c. Hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat 
mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-
persengketaan, seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, 
gadai, hibah, dan sebagainya. Kelompok hukum ini disebut Hukum 
Muamalat. 
d. Hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan bernegara, seperti hubungan 
penguasa dengan rakyat, pengangkatan kepala negara, hak dan kewajiban 
penguasa dan rakyat timbal balik dan sebagainya. Kelompok hukum ini 
disebut Al-Ahkam as-Sulthaniyah atau as-Siyasah as-Syari’ah, yang 
mencakup hal-hal yang dibahas dalam Hukum Tata Negara Pemerintahan 
sebagaimana dikenal dewasa ini. 
e. Hukum yang berhubungan dengan kepidanaan, seperti macam-macam 
perbuatan pidana dan ancaman pidana. Kelompok hukum ini disebut al-
‘iqubat, dan sering disebut juga al-Jin Ayat (Hukum Pidana). 
f. Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara-
negara lain, yang terdiri dari aturan-aturan hubungan pada waktu damai dan 
pada waktu perang. Kelompok hukum ini disebut as-Ssair (Hukum Antar 
Negara). 
g. Hukum-hukum yang berhubungan dengan budi pekerti, kepatuhan, nilai baik 
dan buruk seperti: mempererat hubungan persaudaraan, makan minum dengan 
tangan kanan, mendamaikan orang yang berselisih dan sebagainya. Kelompok 
hukum ini disebut al-Adab (Hukum Sopan Santun). Kelompok terakhir dalam 
praktek tidak menjadi materi pelajaran hukum Islam, tetapi merupakan materi 
akhlak.85 
Pengelompokan cakupan hukum Islam tersebut sekaligus berupaya 
mendetailkan ruang lingkup hukum Islam seperti halnya sistem-sistem hukum 
lainnya. 
3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Mediasi di Pengadilan Agama 
Latar belakang diberlakukannya mediasi di Pengadilan Agama oleh 
Mahkamah Agung Republik Indinesia karena didasari atas beberapa alasan, yaitu: 
a. Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. 
b. Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih 
cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi 
c. Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para 
pihak untuk memperoleh rasa keadilan. 
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d. Intitusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan memperkuat 
dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan 
sengketa. 
e. Trend penyelesaian hukum diberbagai negara di dunia.86 
Proses perdamaian/mediasi merupakan suatu anjuran yang sangat penting 
dalam menangani masalah atau perkara suami isteri yang akan bercerai. Kehadiran 
Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara-perkara 
perdata terlebih dahulu harus melakukan tahap mediasi terhadap para pihak yang 
bersengketa sesuai dengan landasan hukum penerapan mediasi, yaitu: 
a. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. 
Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara 
sebelum perkaranya diperiksa. 
b. SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam 
Pasal 130 HIR/154 Rbg. 
c. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39, UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 65, Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) Pasal 115, 131 Ayat (2), 143 Ayat (1-2), 144, dan PP No. 
9 Tahun 1975 Pasal 32. 
d. PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. 
e. PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. 
Dalam praktek mediasi terhadap perkara-perkara perdata di Pengadilan 
Agama harus ada juru damai dalam hal ini adalah hakam (mediator), ketentuan ini 
berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, yang mana 
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mediator ini menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 adalah pihak netral yang 
membantu para pihak dalam proses perundingan kesepakatan guna mencari berbagai 
kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau 
memaksakan sebuah penyelesaian.87 
Adapun persyaratan mediator antara lain: 
a. Kemampuan membangun kepercayaan para pihak 
b. Kemampuan menunjukkan sifat empati 
c. Tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah 
pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi. 
d. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teratur serta mudah 
dipahami. 
e. Kemampuan menjalin hubungan antar personal. 
f. Disetujui oleh kedua belah pihak 
g. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan 
derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. 
h. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa. 
i. Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap 
kesepakatan para pihak. 
Sementara dalam tataran hukum Islam sangat dianjurkan agar menyelesaiakan 
setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia dengan jalan perdamaian yang 
selanjutnya dalam Islam disebut ishlah, atau dapat disebut proses mendamaikan 
pihak-pihak yang bertikai dengan perantara mushlih (juru damai) untuk 
menghilangkan segala bentuk pertikaian dan permusuhan khusunya orang beragama 
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Islam. Ketentuan ini berlandaskan firman Allah SWT dalam al-Qur’an surah al-
Hujurat/49: 9-10, yang berbunyi: 
                                    
                                          
                                 
          
Terjemahannya: 
Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah 
antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap 
(golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, 
sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah 
kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan 
adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku 
adil (9). Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada 
Allah agar kamu mendapat rahmat (10).88 
Ayat tersebut menganjurkan bahwa jika dua golongan orang beriman 
bertengkar maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan oleh 
mushlih (juru damai) dengan adil dan benar sebab Allah sangat mencintai orang yang 
berlaku adil.89 Syarat seorang mushlih (juru damai) yaitu, bertakwa, khauf, 
karismatik, professional, dewasa, faqih dan memahami masalah yang disengketakan. 
Ishlah dalam hukum Islam mengandung beberapa prinsip yang dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
a. Ishlah merupakan norma dasar didalam menghadapi setiap sengketa yang 
terjadi antara orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, menurut hukum 
Islam ishlah merupakan haq Allah yang bersifat taa’budi yang harus ditaati 
                                                          
88 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 
2012), h. 517. 
89 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: 
Kencana Prenada Media, 2005), h. 151. 
oleh orang mukmin ketika menghadapi sengketa, sedangkan haq insaniah-nya 
adalah teknis melaksanakan ishlah baik berupa metode, syarat dan 
kewenangan dalam forum ishlah. 
b. Perintah ishlah dalam rangka memelihara hubungan baik antara orang-orang 
yang beriman sebab dalam Islam hubungan antara orang-orang yang beriman 
adalah besaudara. Demikian pula di Pengadilan Agama, para pihak yang 
berperkara hendaklah melakukan ishlah dalam menghadapi sengketa sebab 
persengketaan itu terjadi antara orang-orang beriman yang merupakan saudara 
seagama. 
c. Ishlah diberlakukan kepada masalah sengketa yang bertujuan bukan 
menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Penyelesaian 
sengketa dengan ishlah ditujukan pada maslah sengketa yang bertujuan untuk 
mengembalikan keadaan yang diperintahkan agama. 
Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat antara hukum Islam dan hukum 
positif mengenai mediasi di Pengadilan Agama akan nampak bahwa mediasi di 
Pengadilan Agama  sudah sejalan dengan konsep hukum Islam. Hukum Islam 
mengharuskan ishlah (mediasi) terhadap orang-orang yang bersengketa, begitupun 
dengan hukum positif sangat menganjurkan melakukan mediasi terhadap para pihak 
yang bersengketa di Pengadilan Agama. 
Bahkan secara khusus pada perkara perceraian suami isteri, dalam hukum 
Islam juga dianjurkan melakukan ishlah (perdamaian) sebagaimana yang berlaku di 
Pengadilan Agama. Adapun landasan pemberlakuan ishlah dalam perkara perceraian 
suami isteri dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah An-Nisaa’/4: 35 yang berbunyi: 
                                   
                    
Terjemahannya: 
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah 
seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga 
perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, maka 
niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah 















                                                          




Berdasarkan penjelasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berkenaan 
dengan upaya dan problema mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo, 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Upaya hakim mediator dalam mendamaikan suami isteri sangat penting 
dilakukan di Pengadilan Agama Kota Palopo, demi mencegah terjadinya 
perceraian, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, pada pokoknya 
menekankan bahwa hakim mediator dalam upaya melakukan perdamaian 
terhadap para pihak yang bersengketa, dalam sidang mediasi tidak sekedar 
formalitas, tetapi harus didamaikan melalui mediasi dengan metode-metode 
tersendiri, yakni; Mengingatkan para pihak akan tujuan dari perkawinan, 
memberikan nasehat bagi para pihak untuk tidak bercerai, mengingatkan 
akibat yang timbul setelah terjadi perceraian, dan jika terjadi perceraian 
maka para pihak tidak dapat berkumpul kembali dengan anak, tidak bebas 
bertemu anak, dan anak sebaliknya juga demikian. 
2. Problem yang dihadapi hakim mediator dalam mendamaikan suami isteri 
yang akan bercerai secara garis besar dapat diklarifikasikan kepada dua, 
yaitu: 
a. Problem Teknis, meliputi; Hakim mediator belum mengikuti pelatihan 
mediator atau belum ada yang bersertifikat mediator dan kendala 
fasilitas dan sarana mediasi yang belum kondusif. 
b. Problem Non Teknis, meliputi; Kedua belah pihak sudah bulat ingin 
bercerai, keterlibatan pihak keluarga yang mengharapkan pasangan 
untuk tetap bercerai, keterbatasan waktu para hakim mediator karena 
rangkap jabatan (tidak ada mediator khusus),  dan kedua belah pihak 
(yang ingin bercerai) tidak menghadiri sidang mediasi. 
3. Pemberlakuan mediasi di Pengadilan Agama berdasarkan PERMA Nomor 
1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan jika ditinjau dari 
hukum Islam sudah sesuai dengan konsep hukum Islam.  
B. Implikasi Penelitian 
Di bagian akhir ini, penulis memberikan saran-saran yang ditujukan kepada 
pihak-pihak yang terkait sebagai berikut: 
1. Hendaknya Pengadilan Agama memberika tes dan pelatihan kemampuan 
dalam memberikan mediasi, agar hakim mediator dapat menyusun 
strategi-strategi yang tepat supaya para pihak mengurungkan niatnya 
untuk bercerai. 
2. Untuk perkara perceraian dimana kedua pihak sama-sama menginginkan 
perceraian, setelah di mediasi maka hakim akan lebih baik untuk 
melanjutkan proses persidangan tanpa harus melalui proses mediasi hal ini 
untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah 
(konsideran PERMA). 
3. Mediator perlu menjaga netralitas dan independensi dan “step back”. 
Dalam tahapan mediasi seorang mediator mesti memegang prinsip dan 
bersikap yang benar-benar menjaga netralitas dan imparsialnya sebagai 
seorang penengah. 
4. Ada beberapa prinsip seorang mediator yang dapat menjaga netralitasnya 
dalam menangani sebuah perkara, yaitu: Menunjukkan atensi terhadap 
persoalan dan terhadap para pihak, memberikan waktu yang seimbang 
kepada para pihak untuk menyampaikan persoalannya, memahami 
perasaan para pihak tanpa terlibat di dalamnya, dan  mengembangkan 
pertanyaan-pertanyaan yang konstruktif terhadap pasangan suami isteri. 
5. Hakim mediator dalam memediasi perkara-perkara perdata terkhusus 
perkara perceraian di Pengadilan Agama hendaknya melakukan mediasi 















Abbas, Syahrizal. Mediasi dalam Perspektif Hukum syari’ah, Hukum Adat dan 
Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009. 
Abbas, Syahrizal. Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan 
Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009. Dikutip 
dalam Folberg dan A. Taylor. Mediation; A Comperhensive Guide to 
Resolving Conflict Without Litigation. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1884. 
Ahmad, Azhar Basyir. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
1995. 
Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam. Cet. 17; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 
2012. 
Amriani, Nurnaningsih. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di 
Pengadilan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001. 
Bisri, Cik Hasan. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 
1998. 
Boulle, Laurence. Mediation: Principle, Process, Pratice. Sydney: Butterworths, 
1996. 
Emerson, Joni. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi 
Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001. 
al-Habsyi, M. Baqir. Fiqih Praktis; Menurut al-Qur’an, sunnah, dan Pendapat 
ParaUlama. Cet. 2. Bandung: Mizan, 2002. 
Hamid, Zahri. Pokok-pokok Hukum Perkawinan. Cet. 1. Yogyakarta: Bina Cipta, 
1987. 
Harahap, M. Yahya. Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989. Jakarta: Pustaka Karini, 1997. 
Hasanuddin AF (et.al). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT Pustaka al-Husna Baru, 
2001. 
Kementerian Agama RI. Al-qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Lentera Optima 
Pustaka, 2012. 
Mahkamah Agung. Pedoman Kerja Hakim, Panitera, dan Juru Sita Sewilayah 
Pengadilan Agama Makassar. Makassar: PTA Makassar, 2001. 
Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: 
Yayasan Al-Hikmah, 2001. 
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty 
Yogyakarta, 2009. 
Moein, Moehammad. Kedudukan Kuasa dan Peran Hakim Dalam Memberi Putusan. 
Pusat Penelitian IAIN Ar-Raniry Darussalam: IAIN, 1985. 
Pengadilan Agama Kota Palopo. Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota 
Palopo. Palopo: PA Palopo, 2012-2014. 
Retnowulan, Sutanto. Mediasi dan Dading. Jakarta:Puslitbang Hukum dan 
Peradilan,2001. 
Rahmadi, Takdir. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. 
Jakarta: PT. Rajagarfindo Persada, 2010. 
Sabiq, as-Sayyid. Fiqih as-Sunnah. Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1997. 
Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam. Cet. 4. Yogyakarta: Liberty, 1990. 
Sudrajat, Ali. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991.  
Susanti, Adi Nugroho. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: 
PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009. 














MUH. NURHADI, lahir pada tanggal 02 Juli 1990, di Samarinda, 
Kalimantan Timur. Anak ketiga dari tujuh bersaudara yang 
merupakan anugrah dari Sang Pencipta, buah kasih sayang dan 
cinta dari pasangan Muh. Yusuf Gatii dan Nurhayati M. 
Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di MIN Lambara Harapan Kab. Luwu 
Timur  pada tahun 1997 dan selesai  pada tahun 2003. Pada tahun yang sama penulis 
melanjutkan pendidikan di SMP Al-Bayan BTP Blok M No. 26 Makassar dan selesai tahun 
2006. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Enrekang Kab. Enrekang dan 
tamat tahun 2009. Berkat usaha dan kerja keras yang disertai doa pada tahun 2009 diterima 
di STAIN Palopo Jurusan Hukum Perdata Islam program strata satu (S1) syari’ah. Akan tetapi 
pada tahun 2011 Penulis pindah kuliah ke UIN  Alauddin Makassar. Selama menjadi 
Mahasiswa penulis pernah menjadi pengurus HMJ Peradilan Agama dan Pengurus BEM 
Fakultas Syariah dan Hukum bidang Advokasi, selain itu pernah menjabat ketua umum 
Ikatan Pelajar Mahasiswa Luwu Timur (IPMALUTIM) Komisariat Burau periode 2013-2014. 
Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk menimba ilmu 
yang merupakan bekal di masa depan. Saat ini penulis berharap dapat mengamalkan ilmu 
yang telah diperoleh dengan baik dan membahagiakan orang tua serta berusaha menjadi 
manusia yang berguna bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Amiin.
 
